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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P  U  T  U  S  A  N
No. 216 K/Pdt.Sus/2010.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H   A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah 

memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. MEGARIAMAS SENTOSA, dalam hal ini diwakili oleh : Chris 

Chandra, selaku Direktur beralamat di Jalan Jembatan III, Ruko 

Tama Indah No. 36 Q, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, 

dalam hal ini memberi kuasa kepada : Maju Simamora, SH., 

Advokat/Pengacara, berkantor di Vireta II, Blok AA VI No. 4, 

Kabupaten Tangerang 15416, berdasarkan surat kuasa khusus 

tanggal 22 Agustus 2009 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;
m e l a w a n :

. SITI TURASMI, bertempat tinggal di Tanah Pasir RT. 

b18/07 No.35 Penjaringan, Jakarta Utara ;

. MURNI, bertempat tinggal di Rumah Susun Blok I Lt. 4 RT.09/06, 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. SRIYATUN, bertempat tinggal di Rumah Susun Blok G Lt. I, No. 2 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. JUMIATI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.09/08 No. 17, Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SRIWANTI, bertempat tinggal di Kampung Baru Kubur Koja RT.16/15 
Bandengan, Jakarta Utara ;
. SITI JULEHA, bertempat tinggal di Jelambar Timur RT.08/06 Jelambar 
Baru, Grogol, Jakarta Barat ;
. SUYATI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.07/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. ROHYATI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.06/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. NENENG INDRAWATI, bertempat tinggal di Gg. Slamet RT.06/12 
Tanjung Wangi, Penjaringan, Jakarta Utara ;
. KURNIAWATI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.05/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. DIANAH, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.05/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. SUSANA, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.05/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. SUKARNI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.10/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SAMIRAH, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.10/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SAINEMA MIARSIH, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.10/08 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. MIATI, bertempat tinggal di Kapuk RT.07/012 Cengkareng, Jakarta Barat ;
. SUDIYONO, bertempat tinggal di Jelambar Timur RT.008/006 Jelambar 
Baru, Grogol, Jakarta Barat ;

Hal.  dari 70 hal. Put. No. 216 K/Pdt.Sus/2010.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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. RUMIYATI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.10/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SATINE, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.10/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. LINA TRIWINARSIH, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.10/08 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. SRI SULASTRI, bertempat tinggal di Tanah Pasir RT.017/007 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. SUDARWATI, bertempat tinggal di Jalan Raya Pluit Timur RT.010/09 No. 
I, Penjaringan, Jakarta Utara ;
. SUMINI, bertempat tinggal di Kampung Pangkalan RT.05/07, Kalideres, 
Jakarta Barat ;
. PARNI, bertempat tinggal di Jelambar Baru RT.03/06, Jakarta Barat ;
. SITI SOLIAH, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.07/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SRI WERDI WIYATI, bertempat tinggal di Duri Baru RT.007/05, Jembatan 
Besi, Tambora, Jakarta Barat ;
. MISRATI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.05/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. RUSKINAH, bertempat tinggal di Rusun Blok K Lt. 4 No. 2, RT.11/06 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. WILANGSIH, bertempat tinggal di Tanjung Wangi RT.05/12 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. RUSMINI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.09/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. PURWATI, bertempat tinggal di Rusun BCI Blok M Lt. 1 No. 3 RT.18/16 
Cengkareng Timur, Jakarta Barat ;
. NINA MARLINA, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.07/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. ENI MA’RIFAH, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.05/08 No. 2 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. ALPIAH, bertempat tinggal di Rusun Blok E Lt. 2 No. 3 RT.005/006 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. TUTI MARLIANI, bertempat tinggal di Rusun Blok B No. 17, RT.002/06 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. SITI FATIMAH, bertempat tinggal di Rawa Bebek RT.20/11 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. PUJI HASTUTI, bertempat tinggal di Kertajaya RT.17/14 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SRI SURAHMI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.05/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. EMY, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.04/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. WARSINEM, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.06/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SURATI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.06/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. SUNARTI, bertempat tinggal di Rawa Bebek RT.18/11 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. HARTINI (D), bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.06/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SURATMI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.06/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SUHARNI, bertempat tinggal di Kampung Kandang Kambing RT.02/12 
Tangerang ;
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

. SARTI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.09/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. MARNI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.09/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. MALIKAH, bertempat tinggal di Rawa Bebek RT.01/12 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. MISLIMAH, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.10/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. MARYAM BINTI MUTA’IM, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.19/08 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. RASMINI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.06/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. WARIYANI, bertempat tinggal di Rusun BCI Blok Aster 6 Lt. 4 No. 3 
Cengkareng, Jakarta Barat ;
. WARTIYEM, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.05/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. MURYANI, bertempat tinggal di Rsb Flamboyan Blok D 509 RT.14/10 
Cengkareng, Jakarta Barat ;
. DARTI BINTI SUPARDI, bertempat tinggal di Rawa Bebek RT.02/11 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. SARIYAH BINTI TASARI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.09/08 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. SUNARTI BINTI KUSNADI, bertempat tinggal di Jembatan Besi 
RT.10/01, Jakarta Barat ;
. ROHAENAH, bertempat tinggal di Jelambar Timur RT.08/16, Jakarta 
Barat ;
. SITI SUHAENAH, bertempat tinggal di Jelambar Timur RT.08/06, Jakarta 
Barat ;
. SRI LESTARI, bertempat tinggal di Rusun Blok Melati Lt. 2 Cengkareng, 
Jakarta Barat ;
. KUMIASIH, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.10/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SAMIATI, bertempat tinggal di RSB Blok I RT.09/06 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. KARTINI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.05/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. WARSINI BINTI SONO S, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.18/08 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. MAFIYAH, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.18/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. WASIYAH, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.03/08 No. 9 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. KUSMINI, bertempat tinggal di Rusun Blok Lt. 2 No. 14 RT.005/006 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. PURWANTINI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.09/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. DAMI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.15/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. KARSI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.09/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. SRI SULASTRI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.02/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. PURWIYANI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.06/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SUKATI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.02/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
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. SUWARNI, bertempat tinggal di Rusun Blok H Lt.2 No. 17 RT.008/006 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. MUMUN, bertempat tinggal di Tanjung Wangi RT.012/01 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SURATUN, bertempat tinggal di Pluit Dalam Penjaringan, Jakarta Utara ;
. SUMARTI, bertempat tinggal di Rawa Bebek Rt.006/013 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SALWI, bertempat tinggal di Tanjung Wangi RT.03/12 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. WARINIH, bertempat tinggal di Kp. Baru Kubur Koja Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. SUKATNI, bertempat tinggal di Rusun Blok J Lt.4 No. 13 RT.010/006 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. DANIAH, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.02/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. TINI SELAMI, bertempat tinggal di Rusun BCI Dahlia 4 Lt. 4 No. 9 
Cengkareng, Jakarta Barat ;
. RADEM, bertempat tinggal di Rusun BCI Dahlia 8 Lt. No. Cengkareng, 
Jakarta Barat ;
. DURATMI BINTI RANTIYAN, bertempat tinggal di Rawa Bebek 
RT.05/012 Penjaringan, Jakarta Utara ;
. SITI PATONAH, bertempat tinggal di Rawa Bebek RT.05/012 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. FITRIAH, bertempat tinggal di Rusun Cempaka Lt.1 No. 12 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. PARTINI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.07/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. SUKATMI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.07/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
.  SITI RUMIATI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.014/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SITI NURJANAH, bertempat tinggal di Pasar Ikan RT.04/05 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SURTINAH, bertempat tinggal di Rusun Blok K RT.11/06 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. KAMINAH, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.05/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SARI ROJANAH, bertempat tinggal di Rawa Bebek RT.02/12 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. SULISTYOWATI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.03/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SUMINAH, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.09/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SUMARNI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.09/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. ROHIMI, bertempat tinggal di Pluit Dalam Rt.05/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. NANIK SYAFAANI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.03/08 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. WARNI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.10/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. MURTAFIAH, bertempat tinggal di Rusun Blok H RT.08/06 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. PARTINI, bertempat tinggal di Tanah Pasir RT.17/07 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
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. SITI SUMARNI, bertempat tinggal di Rawa Bebek RT.18/11 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. RITA SETYANINGSIH, bertempat tinggal di Jembatan Gambang 1 
RT.06/01 Penjaringan, Jakarta Utara ;
. PURWANTI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.012/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SUYATI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.05/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. SAMI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.017/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. SUTIARTI BINTI DARTO, bertempat tinggal di Rawa Bebek RT.20/11 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. KASTURI BINTI SARGAM, bertempat tinggal di Rawa Bebek RT.01/12 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. SARNI, bertempat tinggal di Pluit Dalam Rt.07/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. SUTRI MARTI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.20/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. INDARTI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.09/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. JUMINEM, bertempat tinggal di Rusun BCI Melati 3 RT.018/016 
Cengkareng, Jakarta Barat ;
. TRIYATUN, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.015/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. YATI WAHYUNI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.09/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SARTINI, bertempat tinggal di Jelambar Timur RT.11/08, Jakarta Barat ;
. MUJIATI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.09/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. WAHYUNI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.019/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. DARMI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.012/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. KARTI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.10/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. BIBIT SULISTYOWATI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.06/09 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. WASYAROFAH BINTI SARDI, bertempat tinggal di Rawa Bebek RT.20/11 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. KHOLIMAH BINTI TARKHIM, bertempat tinggal di Rawa Bebek RT.01/012 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. TITI YULIFAH, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.07/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. MISKEM, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.17/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. KAMARUL KASANAH, bertempat tinggal di Tanah Pasir RT.018/07 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. SUMIYATI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.01/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SITI RUQOYAH, bertempat tinggal di Tanjung Wangi RT.05/12 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. SRI PUJI ASTUTI, bertempat tinggal di Tanjung Wangi RT.03/2 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. CARWITI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.10/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
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. SRI SUDARNI, bertempat tinggal di Jalan Kertajaya RT.13/14 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. SITI NUR FATIMAH, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.10/08 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. SUSIYATI, bertempat tinggal di Rusun Blok B Lt. 4 No. 20 RT.002/006 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. SANIKEM, bertempat tinggal di Rusun Blok B Lt. 2 No. 9 RT.002/006 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. RAHAYU, bertempat tinggal di Rawa Bebek RT.03/02 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. ENITI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.10/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. ERNI SUGIARTI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.06/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SUTINAH, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.15/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SUPRAPTI, bertempat tinggal di Tanjung Wangi RT.7/12 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. KARMINI, bertempat tinggal di Rusun BCI 7/2/7 RT.20/16 Cengkareng, 
Jakarta Barat ;
. TUMTINI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.10/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. YENI, bertempat tinggal di Rusun Blok Cempaka Lt. 5 No. 13 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. WINARSIH, bertempat tinggal di Rusun BCI Blok Melati 2 Lt. 2 RT.18/14 
Cengkareng, Jakarta Barat ;
. SUYATI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.12/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. ROIDA, bertempat tinggal di Tanjung Wangi RT.06/12 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. PURWANTINI, bertempat tinggal di Pluit Dalam Rt.13/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. DARNI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.13/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. SUMIYATI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.20/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. WINARTI, bertempat tinggal di Rusun Blok Lt.3 RT.09/06 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SITI MARPUNGATUN, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.10/08 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. SUKESIH, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.18/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. TRISTIATI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.18/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SRI WAHYUNI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.10/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. WARSINAH, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.05/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SRI LESTARI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.01/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. NUR PRIATIN, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.17/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. NUR ASIH, bertempat tinggal di Jelambar Timur No. 57 RT.11/08 
Jelambar Baru, Jakarta Barat ;
. SUMARTI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.05/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
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. WARNI, bertempat tinggal di Rusun Blok Cempaka Lt. Dasar No. 10 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. SUPRIATIN, bertempat tinggal di Rawa Bebek RT.14/11 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. ENDAH BINTI MUKTAR, bertempat tinggal di Rawa Bebek RT.05/12 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. ANDARIA, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.07/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. ANJANI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.06/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. SURKIYAH, bertempat tinggal di Rawa Bebek RT.01/12 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. AMIRI, bertempat tinggal di Jalan Jelambar Timur RT.08/06 No. 50, 
Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat ;
. SITI KOMARIAH, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.09/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SUNDARI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.15/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SRI HANDAYANI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.05/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. PURYANI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.09/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. KARTIWININGSIH, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Wangi RT.04/12 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. SURATNI, bertempat tinggal di R.S.B Blok F IV No. 22 RT.06/06 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. ISMIWATI, bertempat tinggal di Jalan Raya Pluit Timur Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SITI KHAEROMAH, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.08/08 No. 25 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. SITI ROMELAH, bertempat tinggal di Jalan Sukarsia RT.10/09 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. TARNI, bertempat tinggal di Rawa Bebek RT.20/11 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. KARTINI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.02/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. MARYAM, bertempat tinggal di Rawa Bebek RT.12/13 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. IRNIPAH, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.09/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. CASMUTI BINTI SUPARDI, bertempat tinggal di Jalan Tanah Pasir 
RT.1/11 No. 20 Penjaringan, Jakarta Utara ;
. SITI KHULASOH, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.05/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SITI NURFATIMAH, bertempat tinggal di Rawa Bebek RT.05/12 No. 12 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. SUKIYEM, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.05/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. YASTIYAH, bertempat tinggal di Jelambar Timur RT.008/006 Jelambar, 
Jakarta Barat ;
. HARTINI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.03/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. SANIATI, bertempat tinggal di Rawa Bebek RT.20/11 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SURATI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.09/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
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. CUPENI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.03/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. SRI WAHYUNI, bertempat tinggal di Rusun Blok Cempaka Lt. 3 No. 3 RT.14/06 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. WARSIH, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.17/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. SUNARSIH, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.06/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. MARSONAH, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.08/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. ETIK MUSTIKAWATI, bertempat tinggal di Rusun Blok E Lt.2 RT.05/06 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. YUNI ASTUTI, bertempat tinggal di Rusun Blok G Lt.3 No. 11 RT.07/06 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. WARNITI, bertempat tinggal di Rawa Bebek RT.11/11 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. ROSATUN BINTI HADI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.20/08 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. NUR KAYATUN, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.13/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SUCI WINARTI, bertempat tinggal di Rusun Flamboyan Blok D 312 
RT.14/10 Cengkareng, Jakarta Barat ;

. HALIMAH, bertempat tinggal di Bogor Citayem ;

. RUBINEM, bertempat tinggal di Rusun Flamboyan D 202 

RT.014/010 Cengkareng, Jakarta Barat ;

. SULASTRI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.06/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. INAROTUL HIDAYATI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.15/08 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. RIA WATI, bertempat tinggal di Rusun Cengkareng Blok C RT.14/10, Jakarta 
Barat ;
. SRI LESTARI, bertempat tinggal di Rusun BCI Melati 8 Lt.2 No. 2 RT.024/16 
Cengkareng, Jakarta Barat ;
. NUR FATIMAH, bertempat tinggal di Tanah Pasir RT.08/11 No. 23 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. PANIATI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.05/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. WURYATI, bertempat tinggal di Desa Wanaheran, Kp. Cikuda RT.04/05, 
Kecamatan Gunung Putri Bogor, Jawa Barat ; 
. SUMINEM, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.12/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SUWARSIH, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.06/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. UUN, bertempat tinggal di Tanujung Wangi RT.03/2 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. MUGIYATI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.04/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SAINAH BINTI SANAAN, bertempat tinggal di Rusun Blok E Lt.4 No. 14 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. SURNI, bertempat tinggal di Tanjung Wangi RT.12/12 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. RASTITI, bertempat tinggal di Kedaung Kali Angke RT.001/08 
Cengkareng, Jakarta Barat ;
. SRI KARYATI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.14/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
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. INDRAYATI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.07/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SUAENUN, bertempat tinggal di Tanjung Wangi RT.05/12 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SUPRININGSIH, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.03/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SITI MAHMUDAH, bertempat tinggal di Tanjung Wangi RT.03/12 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. SRI WAHYUNINGSIH, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.17/08 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. SUMIATUN, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.17/08 No.04 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. SULISTYANI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.15/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. KHOMSIYAH, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.09/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SURYANI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.10/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SATINI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.14/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. SUPARNI, bertempat tinggal di Rusun Blok G Lt.2 No. 28 RT.07/06 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. MARNI, bertempat tinggal di Muara Baru RT.014/03 No. 94 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SUGIARTI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.09/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. MUSAROFAH, bertempat tinggal di Jalan Kapuk Raya Gg. Taniwan RT.09/05 
Cengkareng, Jakarta Barat ;
. ENDANG MUJIATI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.10/08 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. SOPIYAH, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Wangi RT.003/012 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. KASMILAH, bertempat tinggal di Rusun Blok E Lt.3 No. 24 RT.005/006 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. SITI NURCHASANAH, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.14/08 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. ANIK SUSANTI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.10/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. JAZIROH, bertempat tinggal di Kp. Baru Kubur Koja RT.011/016 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. GIYEM, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.10/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. CASDIROH, bertempat tinggal di Tanjung Wangi RT.012/012 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. YETI HARMONIS, bertempat tinggal di Rusun Flamboyan Blok C No. 22 
Cengkareng, Jakarta Barat ;
. SITI MAIMUNAH, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.05/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. PUJIATI, bertempat tinggal di Tanjung Wangi RT.05/012 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. ASMIYATI, bertempat tinggal di Rusun BCI Blok Dahlia 6 Lt.3 No.3 
Cengkareng, Jakarta Barat ;
. ENDANG SULASTRI, bertempat tinggal di Rawa Bebek RT.11/11 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. NURLELLA, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.09/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
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. SITI AMINATUN, bertempat tinggal di Pasar Ikan RT.05/04 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SURATMI, bertempat tinggal di Tanah Pasir RT.02/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SUMINI, bertempat tinggal di Jalan Teluk Gong Raya RT.015/03 
Pejagalan, Jakarta Barat ;
. SUKINEM, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.05/06 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. LUGIATI, bertempat tinggal di Rawa Bebek RT.013/011 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. KARSI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.08/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. SITI ROMLAH, bertempat tinggal di Jalan Kp. Baru Kubur Koja RT.11/15 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. SUMITRI BINTI SURIP, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.020/08 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. NINING SUNINGSIH, bertempat tinggal di Rusun Flamboyan Blok C Lt.1 
No. 201 RT.014/010 Cengkareng, Jakarta Barat ;
. WASINI BINTI AHMAD, bertempat tinggal di Rusun Flamboyan Blok A 
Lt.1 No. 214 RT.014/010 Cengkareng, Jakarta Barat ;
. NUTRIYAH, bertempat tinggal di Rusun Flamboyan Blok C Lt.2 No.303 
RT.014/010 Cengkareng, Jakarta Barat ;
. TRIANA SARI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.10/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. ELI DALINAH, bertempat tinggal di Rusun BCI Blok Melati 6 Lt.1 No.9 
Cengkareng, Jakarta Barat ;
. SUTI WATI, bertempat tinggal di Jelambar RT.008/006, Jakarta Barat ;
. SARWANTI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.09/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ; 
. SUHARTI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.08/08 No. 25 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
.SARIYAH, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.09/08, Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. SUNARTI, bertempat tinggal di Jalan SMPN 122 Kapuk Muara, Jakarta 
Barat ;
.NANI SUKATNI, bertempat tinggal di Jalan Tanah Pasir RT.18/007, 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. MANIYEM, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.12/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. KARINAWATI, bertempat tinggal di Rusun BCI Dahlia 4 Lt.3 No. 8 
Cengkareng, Jakarta Barat ;
. ONIH, bertempat tinggal di Tanjung Wangi RT.003/012 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SUKINI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.10/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. SAIKEM, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.08/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. WATINI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.03/08 No.9 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. WAGINAH, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT. 03/08   No. 29 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. SRI WAHYUNI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.02/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. WAGIYEM, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.14/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
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. WASRI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.08/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. SULASTRI, bertempat tinggal di Cengkareng RT.05/09 Cengkareng, 
Jakarta Barat ;
. PARICHA, bertempat tinggal di Jalan Sukarela RT.10/09 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
.SUHARTI, bertempat tinggal di Jalan Kayu Besar RT.02/11, Cengkareng, 
Jakarta Barat ;
. NARTI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.09/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
.SUPARMI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.09/08, Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. JUYANTI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.02/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. NUR PAINEM, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.04/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. PUTRIYAN BINTI WARMAN, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.19/08, 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. KAMINI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.11/08, Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. SRI MALAEKAH, bertempat tinggal di Tanjung Wangi RT.06/12 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. TARMUTI, bertempat tinggal di Rusun Kapuk Muara Blok E Lt.1 No. 5, 
Jakarta Barat ;
. DIAN, bertempat tinggal di Rusun Blok L Lt.4 No. 21 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. ELI TARIYAH, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.10/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. ANI, bertempat tinggal di Rawa Bebek RT.13/11 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. KUSRI BINTI JURAD, bertempat tinggal di Jalan Pedongkelan RT.09/13 
No. 33 Cengkareng, Jakarta Barat ;
. UMDAH, bertempat tinggal di Angke RT.13/04, Jakarta Barat ;
. KESI, bertempat tinggal di Krendang Tengah RT.03/15, Jakarta Barat ;
. M A E, bertempat tinggal di Angke Jaya RT.08/03, Jakarta Barat ;
. PARTINI, bertempat tinggal di Rusun BCI Melati 8 Lt.2 No. 9 Cengkareng, 
Jakarta Barat ;
. KHOLIFAH, bertempat tinggal di Rusun BCI Melati 2 Lt.4 No. 7 
Cengkareng, Jakarta Barat ;
. MULYANAH, bertempat tinggal di Rusun BCI Melati 8 Lt.2 No. 4 Cengkareng, 
Jakarta Barat ;
. RETNO YUDAWATI, bertempat tinggal di Rusun BCI Aster 7 Lt.3 No.10 
Cengkareng, Jakarta Barat ;
. BINIATI, bertempat tinggal di Rusun BCI Dahlia 3 Lt.1 No. 3 Cengkareng, 
Jakarta Barat ;
. MUHAMMAD AIS, bertempat tinggal di Rusun BCI Seruni 1 Lt. 2 No. 4 
Cengkareng, Jakarta Barat ;
. SRI HARTINI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.04/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. MARSIH, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.08/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. SULASTRI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.15/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SUYATMI, bertempat tinggal di Rusun Blok H RT.06/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
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. I’IN MURSANAH, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.07/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. MUKARTI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.02/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SUKATI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.14/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. SUPRAPTI, bertempat tinggal di Pluit Raya RT.06/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. KARNIATI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.05/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. KALIYEM, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.10/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SITI MUSLIKAH, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.05/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. KARTINI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.05/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. YATMI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.05/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. DARWATI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.04/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SRI SUNARSIH, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.19/11 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. NINI TARINIH, bertempat tinggal di Rusun BCI Melati 2 RT.18/16 
Cengkareng, Jakarta Barat ;
. SUHARTINAH, bertempat tinggal di Rusun BCI Melati 3 RT.18/16 
Cengkareng, Jakarta Utara ;
. LULU NURFATIKA, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.04/08 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. SUNARTI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.10/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. RAGUM RISNOTO, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.17/08 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. TARYONO, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.17/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. BANIAH, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.03/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. TATI MARHATI, bertempat tinggal di Jalan Bandengan Utara RT.06/16 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. SULASTRI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.07/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. MAYA, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.17/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. ANI SUPARNI, bertempat tinggal di Kp. Baru Kubur Koja RT.11/15 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. MUJIRAH, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.10/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. KARINI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.05/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. RUMIYATI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.07/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SUNARSIH, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.15/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. NISEN, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.17/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. MUAWIYAH BINTI BAHUD, bertempat tinggal di Kp. Baru Kubur Koja RT.11/15 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
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. MARYATI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.09/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. PAIRAH, bertempat tinggal di Tanjung Wangi RT.006/012 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. SUYATI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.07/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. MUJENAH, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.10/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SRI NINGSIH, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.19/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SUMIYEM, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.07/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SUPARNI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.09/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. TARMINI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.05/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. DARWIPAH BINTI WARYONO, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.06/08 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. LILIS SURYANI, bertempat tinggal di Jelambar Timur No. 43 Jelambar Barat ;
. ENI SETYORINI, bertempat tinggal di Rusun BCI Dahlia 6 Lt.3 No. 11 
Cengkareng, Jakarta Barat ;
. PARSI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.20/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. MURNIWATI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.06/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SULASTRI, bertempat tinggal di Tanjuung Duren Mandalika 5 Grogol, 
Jakarta Barat ;
. SUMARMI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.09/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. TUMINI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.06/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. SUPRAPTI, bertempat tinggal di Tanjung Wangi RT.07/12 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. TRI HANDAYANI, bertempat tinggal di Rusun BCI Dahlia 8 Lt. 4 No. 8 
Cengkareng, Jakarta Barat ;
. TRININGSIH, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.09/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SUHARMI, bertempat tinggal di Rusun Blok H RT.06/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. NING RAHAYU, bertempat tinggal di Rawa Bebek RT.01/04 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. JAMI LESTARI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.14/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. TRI REJEKI, bertempat tinggal di Rusun Cinta Kasih A.10 RT.004/017 
Cengkareng, Jakarta Barat ;
. SULIYEM, bertempat tinggal di Pondok Bahar RT.02/02 Karang Tengah, 
Tangerang ;
. DASINI BINTI WARID, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.07/08 No.75 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. SARTI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.14/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. MARIATUN, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.14/08 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SRIYATI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.07/08 Penjaringan, Jakarta 
Utara ;

. PARNI, bertempat tinggal di Cibubur ;
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Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Surya Tjandra, 

SH.LL.M., Rudi H.B. Daman, Ngadinah binti Abu Mawardi, 

SH., Muhamad Ali dan Ismet Inoni, Para Pengacara/ 

Asisten Pengacara Perburuhan pada Kantor Trade Union 

Rights Centre, berkantor di Jalan Raya Lenteng Agung No. 

2 RT.004/03 Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, 

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2009 ;

D a n :

. LILIK SUPADMI, bertempat tinggal di Kebon Mede Sawah 

RT.06/06, Kamal, Kalideres, Jakarta Barat ;

. KARMI, bertempat tinggal di Rumah Susun Blok I, Lt. 4 No. 21, 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. DIRAH, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.10/08, Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. SRIATIN BINTI UKSIN, bertempat tinggal di PTB Angke Pesing RT.02/08, 
Jakarta Barat ;
. SITI KHOIMAH, bertempat tinggal di Jalan Jembatan II Barat RT.004/010, 
Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat ;
. DARSIH, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.10/08, Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. WINARNI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.10/08, Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. TRI HARNENGSIH, bertempat tinggal di Bandengan RT.12/8, Jakarta Utara ;
. WARTI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.05/08, Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
. MASRUROH, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.07/08, Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
. SUPAENAH, bertempat tinggal di Rawa Bebek RT.020/011, penjaringan, 
Jakarta Utara ;
.AAN AMBIYAWATI, bertempat tinggal di Tanjung Wangi RT.006/012, 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
. RUSMIYATI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.09/08, Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
.ATIK SUPARTI, bertempat tinggal di Kampung Baru, Kubur Koja 11/11, 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
.KUSRINI, bertempat tinggal di Jalan Tanah Pasir RT.013/11, Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
.ERIA, bertempat tinggal tinggal di Pluit Dalam RT.10/08, Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
.HERIYATI, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Wangi RT.12/12 Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
.PARTIYEM, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.07/08, Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
.RUMIASIH, bertempat tinggal di Rawa Bebek RT.01/12, Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
.SUDARTI, bertempat tinggal di Wacung RT.16/11, Penjaringan, Jakarta Utara ;
.ESIH SUKAESIH, bertempat tinggal di Jalan Utama Sakti RT.08/07 Grogol, 
Jakarta Barat ;
.RUSMIYATI, bertempat tinggal di Jalan Tanah Pasir RT.05/08, Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
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.SUMIRAH, bertempat tinggal di Jalan Rawa Bebek RT.16/11, Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
.SRI WIGIATUN, bertempat tinggal di Kapuk Muara RT.09/04, Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
.EKA NUTRIANI, bertempat tinggal di Jelambar Utara RT.05/08 Petamburan, 
Jakarta Barat ; 
.AMI WASOAH, bertempat tinggal di Rusun Blok G RT.02/06, Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
.JAMINEM, bertempat tinggal di Tanjung Wangi RT.06/12, Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
.SULISTYORINI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.05/08, Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
.SURIPAH, bertempat tinggal di Kerta Jaya 3, RT.011/014, Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
.WITRIYAH, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.010/08, Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
.TURIAH, bertempat tinggal di Jelambar Timur RT.011/08 Petamburan, Jakarta 
Barat ;
.SUSWATI BINTI TARKHIM, bertempat tinggal di Rawa Bebek RT.20/12, 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
.SAKIMAH BINTI SAKHIM, bertempat tinggal di Cengkareng RT.05/010, Jakarta 
Barat ;
.DEWI ASMARA, bertempat tinggal di Jelambar Utara, Petamburan, Jakarta 
Barat ;
.JAMSANAH, bertempat tinggal di Tanjung Wangi RT.05/12, Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
.SUHAEMI, bertempat tinggal di Kerta Jaya RT.12/14, Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
.SUKMANA, bertempat tinggal di Tanah Pasir RT.05/12, Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
.MARSINI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.02/08, Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
.SUYANTI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.09/08, Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
.SUWARI, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Ujung RT.09/01 Pondok Aren, 
Tangerang ;
.SEMI, bertempat tinggal bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.09/08 No. 20, 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
.NI KASTURI, bertempat tinggal di Wacung RT.06/16 No. 40, Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
.JULIATI, bertempat tinggal di Tanjuung Wangi RT.05/12 No. 85, Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
.JAEMAH, bertempat tinggal di Pluit Raya Timur No. 1 SMK 56, Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
.AMBARWATI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.18/08, Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
.MARYAMAH, bertempat tinggal di Tanjung Wangi RT.03/12, Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
.DAMAWIYAH BINTI CASTRO, bertempat tinggal di Kayu Besar RT.12/13, 
Jakarta Barat ;
.LILI NUR FATILAH, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.04/08, Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
.SUKIYATI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.09/08, Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
.SUPARTINI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.04/08, Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
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.SITI LESTARI, bertempat tinggal di Pluit Dalam RT.15/08, Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
.SUGIYANI, bertempat tinggal di Rawa B ebek RT.001/012, Penjaringan, Jakarta 
Utara ;
.BADRIYAH, bertempat tinggal di Rusun Blok J Lt.3 No. 21, Penjaringan, 
Jakarta Utara ;
.TORICHA BINTI TOBI’IN, bertempat tinggal di Rawa Bebek RT.11/11, 
Penjaringan, Jakarta Utara ;
.MURYATI BINTI SUPARNO, bertempat tinggal di Rusun Flamboyan Blok B Lt.1 
No. 223 RT.014/010, Cengkareng, Jakarta Barat ;
.WARNI, bertempat tinggal di Tanjung Wangi RT.05/12, Penjaringan, Jakarta 
Utara ;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut  ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang 

Para Termohon Kasasi  dahulu  sebagai Para Penggugat  telah menggugat 

sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di  muka  persidangan   

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 

pokoknya atas  dalil-dalil :

A. DASAR GUGATAN

1. Bahwa Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Persesilisihan Hubungan Industrial pada Pasal 1 angka 17 jo. Pasal 1 

angka 1 telah mengatur mengenai mekanisme Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Perburuhan melalui Pengadilan Industrial.

Pasal 1 angka 17 

Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan khusus yang 

dibentuk dilingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, 

mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan 

industrial.

Pasal 1 angka 1 

Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang 

mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan 

pengusaha dengan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Buruh karena 

adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, 

perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan.

2. Hal mana dalam gugatan ini perselisihan yang timbul ialah perselisihan hak 

yang diikuti oleh perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja. 

Pasal 1 angka 2  
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Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak 

dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran 

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, 

peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 1 angka 4 

Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah perselisihan yang timbul 

karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran 

hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.

3. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 86 UU No. 2 Tahun 2004, menyatakan 

perselisihan hak yang diikuti dengan Perselisihan Pemutusan Hubungan 

Kerja dapat diajukan pada Pengadilan Hubungan Industrial. Dan 

perselisihan hak wajib untuk diperiksa terlebih dahulu sebelum PHI 

memutus perkara perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja.

Pasal 86 

Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti 

dengan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, maka Pengadilan 

Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan 

hak dan/atau perselisihan kepentingan.

4. Bahwa gugatan ini adalah gugatan perselisihan Hak yang diikuti dengan 

Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, untuk selanjutnya dalam 

gugatan ini singkat PHK, antara PARA PENGGUGAT buruh PT 

Megariamas Sentosa dengan TERGUGAT Pimpinan Perusahaan PT. 

Megariamas Sentosa. Hal mana obyek gugatan ini didasarkan pada 

tindakan pelanggaran kebebasan berserikat dan hak untuk mogok kerja 

terhadap PARA PENGGUGAT melalui Surat Keputusan PHK yang 

dikeluarkan oleh TERGUGAT dengan keterangan sebagai berikut:

1) Surat Keputusan PHK (Bukti P-1):

Nomor : 001/Kep.Dir/VIII/08.

Perihal      : Pemutusan Hubungan Kerja Turasmi, dkk (419 orang). 
Tertanggal : 8 Agustus 2008.

2) Surat Keputusan PHK (Bukti P-2):

Nomor :  008/Kep.M-HRD.

Perihal   : Pemutusan Hubungan Kerja Sdri. Ning Rahayu, Jami  

Lestari, Sri Rejeki, Suliyem, Dasini, Sarti, Mariatun dan 

Sriyati. 

Tertanggal : 1 Agustus 2008.

3) Surat Keputusan PHK (Bukti P-3):
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Nomor : 002/Kep.Dir/VIII/08.

Perihal : Pemutusan Hubungan Kerja Ais, dkk (17 orang).
Tertanggal : 19 Agustus 2008.

5. Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004, 

Perselisihan Hak yang diikuti dengan perselisihan PHK ini telah 

menempuh perundingan bipartit. Hasil perundingan bipartit tersebut pada 

intinya telah gagal dan untuk selanjutnya ditempuh upaya penyelesaian 

melalui mediator pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Jakarta Utara. PARA PENGGUGAT mengajukan permohonan mediasi 

untuk 445 buruh PT "Megariamas Sentosa melalui Surat Nomor : 442-

SK/Dept.Hkm&Adv/DPP.GSBI/JKT/IX/2008 tertanggal 17 September 

2008 pada mediator Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta 

Utara (Bukti P4). Perkara ini telah diperiksa hingga keluar Anjuran tertulis 

untuk Sdri. Turasmi, dkk (445 orang) No. 446/1.8.31. tertanggal 18 

November 2008 (Bukti P-5) yang pada amarnya menganjurkan hal-hal 

sebagai berikut:

MENGANJURKAN

1) Agar perusahaan PT. Megariamas Sentosa memberikan hak-hak Sdri 

Turasmi, dkk sesuai dengan ketentuan U.U. No. 13 Tahun 2003, 

Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

2) Agar perusahaan PT. Megariamas Sentosa membayar upah Pekerja 
selama dalam proses sampai mendapat keputusan hukum tetap yang mengikat 
kedua belah pihak.
3) Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis terhadap 
anjuran selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima surat anjuran 
ini.
4) Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak anjuran, maka 
pihak yang menolak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke 
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai 
dengan Undang-Undang No.2/2004 tentang PPHI (Penyelesaian Perselisihan 
Hubungang Industrial).

6. Hal mana PARA PENGGUGAT menolak Anjuran Mediator pada Suku 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara a quo dan yang 

mengajukan gugatan saat ini sebanyak 411 buruh hendak mengajukan 

Gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat.

7. Bahwa dengan demikian gugatan ini telah memenuhi kewenangan relatif 
dan absolut sebagaimana disyaratkan undang-undang untuk diperiksa oleh 
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
B. ALASAN GUGATAN 

1. Bahwa alasan PHK yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PARA 

PENGGUGAT adalah dengan berbagai alasan sebagai berikut:
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1) PENGGUGAT telah melakukan mogok kerja dengan tidak sah dan 

tidak melaksanakan kewajibannya di PT. Megarimas Sentosa (vide 

Bukti P-1 dan P-3).

2) Prestasi atau target kerjanya tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan. 
(vide Bukti P-2)

Bahwa PHK dengan berbagai alasan tersebut diatas terjadi paska 

pembentukan Serikat Buruh Garmen Tekstil dan Sepatu – Gabungan 

Serikat Buruh Independen di PT. Megariamas Sentosa, untuk selanjutnya 

dalam gugatan ini disebut sebagai SBGTS – GSBI PT. Megariamas 

Sentosa. Serta PHK ditujukan seluruhnya kepada para pengurus dan 

anggota SBGTS – GSBI PT. Megariamas Sentosa.

2. Bahwa tindakan PHK oleh TERGUGAT seperti tersebut di atas 

merupakan tindakan balasan kepada PARA PENGGUGAT selaku 

anggota dan pengurus SBGTS GSBl PT. Megariamas Sentosa dan 

nyata-nyata melanggar kebebasan berserikat yang dikualifikasikan pula 

sebagai tindak pidana kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 jo. 

Pasal 43 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ 

Serikat Buruh.

Pasal 28 huruf a UU 21 Tahun 2000:

Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa Pekerja/Buruh 

untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak 

menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau 

menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat 

Buruh dengan cara :

a. Melakukan PHK, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, 

atau melakukan mutasi.

b.  Tidak membayar atau mengurangi upah Pekerja/Buruh;

c.  Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
d. Melakukan kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja/Serikat 

Buruh.

Pasal 43 UU 21 Tahun 2000: 

(1) Barangsiapa yang menghalang-halangi atau memaksa Pekeja/Buruh 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana 

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun 

dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) 

dan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak 
pidana kejahatan.
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3. Tindakan TERGUGAT melanggar Konvensi ILO No. 87 Pasal 3 ayat (1), 

Pasal 10 dan Pasal 11, tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan 

Hak Berorganisasi (dasar dibentuknya UU No.21 Tahun 2000 tentang 

Serikat Pekerja/Serikat Buruh) yang memberikan perlindungan bagi 

buruh maupun pengusaha agar dapat melaksanakan secara bebas hak-

hak berorganisasi. Salah satunya ialah hak untuk mogok sebagai hak 

fundamental bagi buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

Pasal 137 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Mogok kerja sebagai hak dasar Pekerja/Buruh dan Serikat Pekerja/

Serikat Buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat 

gagalnya perundingan.

4. Dan khususnya Pasal 1 ayat (2) huruf b Konvensi ILO No. 98 mengenai 

berlakunya Dasar-dasar dari Hak untuk Berorganisasi dan untuk 

Berunding Bersama yang memberi perlindungan terhadap tindakan anti 

serikat buruh yang berhubungan dengan pekerjaan dalam hal ini tindakan 

PHK.

Pasal 1 ayat (2) huruf b Konvensi ILO No.98. 

Perlindungan demikian harus digunakan terutama terhadap tindakan-

tindakan yang bermaksud menyebabkan pemberhentian sementara, atau 

secara lain merugikan buruh berdasarkan keanggotaan serikat buruh 

atau karena turut serta dalam tindakan-tindakan serikat  buruh di luar 

jam-jam bekerja atau dengan persetujuan majikan dalam waktu jam 

bekerja.

5. Bahwa PHK oleh TERGUGAT batal demi hukum oleh karena melanggar/ 

bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 

2003 Pasal 151 ayat (3) jo Pasal 155 ayat (1) yang selengkapnya 

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 151 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-

benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat 

memutuskan hubungan kerja dengan Pekerja/Buruh setelah memperoleh 

penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pasal 155 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  

Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.
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6. PHK oleh TERGUGAT juga telah menimbulkan kerugian bagi PARA 

PENGGUGAT, dan PARA PENGGUGAT mempunyai kepentingan untuk 

mengajukan gugatan. Kerugian-kerugian tersebut adalah sebagai berikut: 

1) PHK oleh TERGUGAT telah memberangus keberadaan SBGTS GSBI 

di PT. Megariamas Sentosa.

2) PHK oleh TERGUGAT telah menimbulkan akibat tidak diakuinya PARA 
PENGGUGAT sebagai buruh PT. Megarimas Sentosa, sehingga berakibat pada 
terhentinya hak PARA PENGGUGAT untuk bekerja dan tidak jelasnya masa 
depan PARA PENGGUGAT beserta keluarganya.
3) PHK oleh TERGUGAT telah menimbulkan dampak psikologis yang sangat 
berat bagi PARA PENGGUGAT dan keluarganya, karena secara tiba-tiba harus 
menjadi seorang pengangguran, sementara untuk mecari pekerjaan baru tidak 
mudah karena faktor usia, dll.
4) PHK oleh TERGUGAT telah menimbulkan kerugian secara materiil yaitu 
biaya-biaya untuk mengurus kasus ini mulai dari beberapa kali sidang mediasi di 
Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara, sampai 
dengan pengajuan gugatan maupun sidang PHI yang akan datang di 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
C. FAKTA-FAKTA HUKUM. 

1. TERGUGAT yakni PT. Megariamas Sentosa adalah perusahaan garmen 

dan tekstil yang didirikan sejak tahun 1989 dan memproduksi pakaian 

dalam perempuan (BH dan Celana Dalam) dengan orentasi pasar 

Internasional dan merk dagang antara lain: Sorella, Pierre Cardin, 

Felancy, dan Young hearts. Perusahaan ini berdomisili hukum di Jalan 

Jembatan III No 36Q Pluit Penjaringan Jakarta Utara. Perusahaan ini 

mempekerjakan sebanyak 800 buruh.

2. Sedangkan PARA PENGGUGAT adalah buruh PT. Megariamas Sentosa 
dengan detail mulai masuk kerja, divisi kerja, dan rincian upah terakhir yang 
diterima per bulan sebagai berikut:

No. NAMA MULAI MASUK 

KERJA

DIVISI KERJA UPAH/BULAN

1. Siti Turasmi 20 Januari 2000 CB Soft Rp. 1.218.600,00

2. Lilik Supadmi 24 Oktober 2000 QC Rp. 1.218.600,00

3. Murni 18 Januari 2000 QC Rp. 1.218.600,00

4. Sriyatun 08 Januari 2001 Jahit Rp. 1.172.100,00

5. Karmi 03 Desember 1993 QC Rp. 1.430.100,00

6. Jumiati 02 Oktober 2000 QC Rp. 1.130.100,00

7. Sriwanti 08 Januari 2001 QC Rp. 1.172.100,00

8. Siti Juleha 17 Januari 2000 QC Rp. 1.218.600,00

9. Suyati 22 Februari 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

10. Rohyati 24 Januari 2000 QC Rp. 1.218.600,00

11. Neneng Indrawati 01 Maret 1995 QC Rp. 1.443.600,00

12. Kurniawati 09 Agustus 1999 QC Rp. 1.218.600,00
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13. Dianah 01 Mei 2000 QC Rp. 1.218.600,00

14. Susana 29 Mei 2000 QC Rp. 1.218.600,00

15. Sukarni 08 Februari 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

16. Dirah 31 Januari 2003 Jahit Rp. 1.092.600,00

17. Sriatin Bt. Uksin 22 Juli 2002 Jahit Rp. 1.130.100,00

18. Samirah 24 Januari 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

19. Sainema Miarsih 19 Januari 2001 Jahit Rp. 1.172.100,00

20. Siti Khoimah 19 Maret 2001 Jahit Rp. 1.172.100,00

21. Miati 15 Januari 2001 Jahit Rp. 1.172.100,00

22. Sudiyono 08 Oktober 1999 CB Soft Rp. 1.218.600,00

23. Darsih 09 Agustus 1999 Jahit Rp. 1.218.600,00

24. Winarni 04 September 2000 Jahit Rp. 1.172.100,00

25. Rumiyati 26 Maret 2003 Jahit Rp. 1.092.600,00

26. Satine 05 April 1999 Jahit Rp. 1.218.600,00

27. Lina Triwinarsih 01 Juni 1995 Jahit Rp. 1.428.600,00

28. Sri Sulastri 21 Juli 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

29. Sudarwati 19 Januari 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

30. Sumini 01 Maret 1999 Jahit Rp. 1.218.600,00

31. Parni 01 Juni 1992 Jahit Rp. 1.515.600,00

32. Tri Harnengsih 17 Januari 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

33. Siti Soliah 29 Februari 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

34. Sri Werdi Wiyati 24 Januari 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

35. Misrati 25 Mei 1999 Jahit Rp. 1.267.500,00

36. Ruskinah 21 Mei 1999 Jahit Rp. 1.218.600,00

37. Wilangsih 17 Januari 2001 Jahit Rp. 1.172.100,00

38. Warti 01 Februari 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

39. Rusmini 14 April 2003 Jahit Rp. 1.092.600,00

40. Masruroh 24 Januari 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

41. Purwati 17 Mei 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

42. Nina Marlina 05 April 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

43. Supaenah 20 Maret 1995 Jahit Rp. 1.443.600,00

44. Eni Marifah 08 Februari 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

45. Alpiah 08 Februari 1999 GB Rp. 1.269.600,00

46. Tuti Marliani 25 September 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

47. Siti Fatimah 18 Februari 2003 Jahit Rp. 1.092.600,00

48. Puji Hastuti 30 Januari 2003 Jahit Rp. 1.092.600,00

49. Sri Surahmi 29 Januari 2001 Jahit Rp. 1.172.100,00

50. Emy 24 Januari 2000 GB Rp. 1.218.600,00

51. Aan Ambiyawati 23 Agustus 2001 Jahit Rp. 1.172.100,00

52. Warsinem 02 Januari 2003 Jahit Rp. 1.092.600,00
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53. Surati 01 Agustus 1993 Jahit Rp. 1.479.600,00

54. Sunarti 24 Januari 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

55. Hartini (d) 01 September 1995 Jahit Rp. 1.218.600,00

56. Suratmi 17 Januari 2000 GB Rp. 1.218.600,00

57. Rusmiyati 15 Maret 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

58. Atik Suparti 15 Januari 2001 Jahit Rp. 1.218.600,00

59. Suharni 19 Januari 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

60. Kusrini 06 Agustus 1999 Jahit Rp. 1.218.600,00

61. Sarti 05 April 1995 Jahit Rp. 1.428.600,00

62. Marni 09 Juni 1999 Jahit Rp. 1.218.600,00

63. Malikah 20 Maret 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

64. Mislimah 12 April 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

65. Maryam Bt. Mutain 25 Maret 1996 Jahit Rp. 1.410.600,00

66. Eria 27 Oktober 1993 Jahit Rp. 1.430.100,00

67. Rasmini 14 April 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

68. Heriyati 10 Januari 2001 Jahit Rp. 1.218.600,00

69. Wariyani 07 Februari 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

70. Wartiyem 01 November 2001 Jahit Rp. 1.218.600,00

71. Muryani 20 November 1995 Jahit Rp. 1.428.600,00

72. Partiyem 12 April 1999 Jahit Rp. 1.269.000,00

73. Rumiasih 29 April 1999 Jahit Rp. 1.269.000,00

74. Darti Bt. Supardi 23 Juli 2001 Jahit Rp. 1.218.600,00

75. Sariyah Bt. Tasari 29 April 1996 Jahit Rp. 1.428.600,00

76. Sudarti 08 Juni 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

77. Esih Sukaesih 02 Agustus 1995 Jahit Rp. 1.428.600,00

78. Sunarti Bt. Kusnadi 05 April 1993 Jahit Rp. 1.479.600,00

79. Rohaenah 26 April 1991 Jahit Rp. 1.464.600,00

80. Siti Suhaenah 10 April 1995 Jahit Rp. 1.443.600,00

81. Sri Lestari 01 Juni 1995 Jahit Rp. 1.458.600,00

82. Kumiasih 08 April 1996 Jahit Rp. 1.402.400,00

83. Samiati 28 Februari 1996 Jahit Rp. 1.395.600,00

84. Kartini 14 Juni 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

85. Warsini Bt. Sono 06 Januari 2003 Jahit Rp. 1.172.100,00

86. Mafiyah 17 Februari 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

87. Rusmiyati 19 September 2001 Jahit Rp. 1.130.000,00

88. Wasiyah 13 September 1999 Jahit Rp. 1.218.600,00

89. Kusmini 06 Januari 2003 Jahit Rp. 1.092.600,00

90. Sumirah 18 Oktober 2000 Jahit Rp. 1.172.100,00

91. Purwantini 21 Juni 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

92. Dami 21 Maret 1995 Jahit Rp. 1.428.600,00
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93. Karsi 01 April 2003 Jahit Rp. 1.218.600,00

94. Sri Sulastri 08 Juni 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

95. Purwiyani 30 Agustus 2000 Jahit Rp. 1.172.100,00

96. Sukati 01 November 1994 Jahit Rp. 1.470.000,00

97. Suwarni 22 Januari 2001 Jahit Rp. 1.172.100,00

98. Mumun 05 Agustus 2002 Jahit Rp. 1.092.600,00

99. Suratun 04 Februari 1994 Jahit Rp. 1.479.600,00

100. Sumarti 22 Januari 2001 Jahit Rp. 1.172.100,00

101. Salwi 08 Januari 2001 Jahit Rp. 1.172.100,00

102. Warinih 01 Agustus 1993 Jahit Rp. 1.479.600,00

103. Sukatni 03 Januari 2003 Jahit Rp. 1.092.600,00

104. Daniah 02 Februari 2003 Jahit Rp. 1.092.600,00

105. Tini Selami 18 Agustus 1992 Jahit Rp. 1.449.600,00

106. Radem 01 September 2001 Jahit Rp. 1.172.100,00

107. Duratmi Bt. R 22 Januari 2001 Jahit Rp. 1.479.600,00

108. Siti Patonah 16 Agustus 1993 GB Rp. 1.172.100,00

109 Fitriah 08 Januari 2001 GB Rp. 1.172.100,00

110. Partini 27 Januari 2000 Jahit Rp. 1.172.100,00

111. Sukatmi 13 Maret 2000 GB Rp. 1.218.600,00

112. Sri Wigiatun 23 Februari Jahit Rp. 1.218.600,00

113 Siti Rumiati 01 Oktober 1994 Jahit Rp. 1.269.600,00

114. Siti Nurjanah 21 Februari 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

115. Dewi Asmara 28 Februari 2001 Jahit Rp. 1.172.100,00

116. Surtinah 01 Januari 1995 Jahit Rp. 1.458.600,00

117. Kaminah 09 Agustus 2000 Jahit Rp. 1.172.100,00

118. Sari Rojanah 05 Mei 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

119. Eka Nutriani 03 Februari 2003 Jahit Rp. 1.269.600,00

120. Sulistyowati 01 Juni 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

121. Suminah 17 Januari 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

122. Sumarni 09 Januari 2001 Jahit Rp. 1.172.100,00

123. Rohimi 04 Mei 1999 GB Rp. 1.269.600,00

124. Nanik Syafaani 06 September 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

125. Ami Wasoah 08 Juli 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

126. Jaminem 28 Maret 2003 Jahit Rp. 1.092.600,00

127. Murtafiah 31 Juli 2000 Jahit Rp. 1.172.100,00

128. Sulistyorini 08 Januari 2001 Jahit Rp. 1.172.100,00

129. Suripah 23 Juli 2002 Jahit Rp. 1.130.100,00

130. Witriyah 28 Februari 1996 Jahit Rp. 1.410.600,00

131. Partini 01 Februari 1996 Jahit Rp. 1.269.600,00
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132. Turiah 15 April 1992 Jahit Rp. 1.494.600,00

133. Siti Sumarni 13 Januari 2003 Jahit Rp.1.092.100,00

134. Rita Setyaningsih 11 Mei 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

135. Purwanti 18 Oktober 1999 Jahit Rp. 1.218.600,00

136. Suyati 21 Januari 1994 Jahit Rp. 1.457.100,00

137. Sami 06 Mei 1996 Jahit Rp. 1.410.600,00

138. Sutiarti Bt. Darto 19 Juni 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

139. Kasturi Bt. Sargam 04 April 1994 Jahit Rp. 1.403.400,00

140. Sarni 19 Juni 1995 Jahit Rp. 1.428.600,00

141. Suswati Bt. T 22 April 1996 Jahit Rp. 1.410.600,00

142. Sutri Marti 18 Februari 1999 Jahit Rp. 1269.600,00

143. Indarti 17 Januari 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

144. Juminem 02 Oktober 1995 Jahit Rp. 1.377.800,00

145. Triyatun 24 September 2001 Jahit Rp. 1.130.100,00

146. Yati Wahyuni 23 Agustus 1999 Jahit Rp. 1.218.600,00

147. Sartini 10 Januari 2001 Jahit Rp. 1.172.100,00

148. Mujiati 21 September 2001 Jahit Rp. 1.092.600,00

149. Wahyuni 05 Mei 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

150. Darmi 21 Agustus 2000 Jahit Rp. 1.172.100,00

151. Karti 13 April 1994 Jahit Rp. 1.403.400,00

152. Bibit Sulistyowati 21 Agustus 2000 Jahit Rp. 1.172.100,00

153. Wasyaropah Bt. 09 Februari 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

154. Kholimah Bt. T 24 Maret 1994 Jahit Rp. 1.403.400,00

155. Sakimah Bt. Sakim 09 Agustus 1999 Jahit Rp. 1.218.600,00

156. Titi Yulifah 03 Mei 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

157. Miskem 03 Mei 1999 GB Rp. 1.269.600,00

158. Kamarul Kasanah 05 Agustus 1991 Jahit Rp. 1.464.600.,00

159. Warni 29 November 1999 QC Rp. 1.269.600,00

160. Sumiyati 16 Januari 2001 Jahit Rp. 1.172.100,00

161. Siti Ruqoyah 15 Januari 2001 Jahit Rp. 1.172.100,00

162. Sri Puji Astuti 06 September 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

163. Carwiti 14 April 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

164. Sri Sudarni 06 Januari 2003 Jahit Rp. 1.092.600,00

165. Siti Nur Fatimah 24 Januari 2001 GB Rp. 1.218.600,00

166. Jamsanah 08 Maret 1999 GB Rp. 1.218.600,00

167. Susiyati 01 Oktober 1994 Jahit Rp. 1.472.100,00

168. Sanikem 01 November 1991 Jahit Rp. 1.464.600,00

169. Rahayu 30 Agustus 1999 Jahit Rp. 1.218.600,00

170. Eniti 26 Maret 2003 Jahit Rp. 1.092.600,00

171. Erni Sugiarti 03 Agustus 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00
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172. Sutinah 08 Maret 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

173. Suprapti 19 Januari 2000 GB Rp. 1.218.600,00

174. Karmini 13 September 1999 Jahit Rp. 1.218.600,00

175. Suhaemi 04 September 2000 Jahit Rp. 1.172.100,00

176. Sukmana 18 Januari 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

177. Tumtini 22 Februari 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

178. Yeni 01 Juni 1990 Jahit Rp. 1.269.600,00

179. Winarsih 09 Januari 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

180. Suyati 21 Juni 2001 Jahit Rp. 1.130.100,00

181. Roida 26 April 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

182. Marsini 23 Maret 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

183. Purwantini 27 Januari 2000 Jahit Rp. 1.269.600,00

184. Darni 17 Mei 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

185. Sumiyati 28 Februari 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

186. Winarti 18 September 1995 Jahit Rp. 1.428.600,00

187. Siti Marpungatun 25 Agustus 2000 Jahit Rp. 1.172.100,00

188. Sukesih 16 Juli 2002 Jahit Rp. 1.130.100,00

189. Tristiati 29 Januari 2001 Jahit Rp. 1.218.600,00

190. Suyanti 01 Februari 2003 GB Rp. 1.092.600,00

191. Sri Wahyuni 23 Februari 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

192. Warsinah 08 Februari 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

193. Sri Lestari 28 Januari 2003 Jahit Rp. 1.092.600,00

194. Nur Priatin 16 Maret 2001 Jahit Rp. 1.172.100,00

195. Nur Asih 06 Maret 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

196. Sumarti 06 September 1999 Jahit Rp. 1.218.600,00

197. Warni 27 Maret 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

198. Supriatin 03 Januari 2003 Jahit Rp. 1.092.600,00

199. Endah Bt. Muktar 09 Juni 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

200. Andaria 08 Maret 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

201. Anjani 04 September 2000 BB Rp. 1.172.100,00

202. Surkiyah 09 Mei 2000 Jahit Rp. 1.172.100,00

203. Amiri 21 Juni 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

204. Siti Komariyah 18 Januari 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

205. Sundari 04 Maret 1996 Jahit Rp. 1.395.600,00

206. Suwari 09 Januari 2003 Jahit Rp. 1.092.600,00

207. Semi 23 Oktober 1995 Jahit Rp. 1.428.600,00

208. Sri Handayani 13 Mei 1996 Jahit Rp. 1.403.400,00

209. Ni Kasturi 27 Agustus 2001 Jahit Rp. 1.092.600,00

210. Puryani 24 September 2001 Jahit Rp. 1.130.100,00

211. Kartiwiningsih 12 Februari 1992 Jahit Rp. 1.494.600,00
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212. Suratni 30 Juli 1990 Jahit Rp. 1.500.600,00

213. Juliati 02 Januari 2003 Jahit Rp. 1.092.600,00

214. Ismiwati 02 Januari 2003 Jahit Rp. 1.092.600,00

215. Siti Khaeromah 28 Juni 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

216. Siti Romelah 01 Februari 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

217. Tarni 25 Februari 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

218. Kartini 23 Agustus 2000 Jahit Rp. 1.172.100,00

219. Maryam 27 Maret 2003 Jahit Rp. 1.092.600,00

220 Irnipah 17 Januari 2000 GB Rp. 1.218.600,00

221 Casmuti Bt. Supardi 17 Januari 2000 GB Rp. 1.218.600,00

222. Siti Khulasoh 24 Januari 2000 GB Rp. 1.218.600,00

223. Siti Nurfatimah 29 Februari 2000 GB Rp. 1.218.600,00

224. Sukiyem 03 April 2003 Jahit Rp. 1.092.600,00

225. Jaemah 25 Maret 2003 Jahit Rp. 1.092.600,00

226. Yastiyah 15 Januari 2001 Jahit Rp. 1.172.100,00

227. Hartini 05 Mei 1999 Jahit Rp. 1.428.600,00

228. Saniati 01 Desember 1993 Jahit Rp. 1.479.600,00

229. Surati 23 Juli 2001 Jahit Rp. 1.218.600,00

230. Cupeni 19 Januari 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

231. Sri Wahyuni 01 Februari 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

232. Ambarwati 15 Januari 2001 Jahit Rp. 1.172.100,00

233. Warsih 12 September 1994 Jahit Rp. 1.403.400,00

234. Sunarsih 15 Januari 2001 Jahit Rp. 1.218.600,00

235. Marsonah 14 Agustus 2000 Jahit Rp. 1.172.100,00

236. Maryamah 17 Juni 2002 Jahit Rp. 1.172.100,00

237. Etik Mustikawati 07 Agustus 1995 Jahit Rp. 1.428.600,00

238. Yuni Astuti 05 April 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

239. Warniti 19 Januari 2001 Jahit Rp. 1.218.600,00

240. Rosatun Bt. Hadi 09 Oktober 1991 Jahit Rp. 1.464.600,00

241. Nur Kayatun 24 Juli 2000 Jahit Rp. 1.172.100,00

242. Suci Winarti 19 Januari 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

243. Halimah 17 Mei 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

244. Rubinem 08 Februari 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

245. Sulastri 01 Agustus 1993 Jahit Rp. 1.430.100,00

246. Inarotul Hidayati 04 September 2000 GB Rp. 1.172.100,00

247. Ria Wati 06 September 1999 Jahit Rp. 1.218.600,00

248. Damawiyah Bt. C 31 Januari 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

249. Sri Lestari 28 Agustus 2000 Jahit Rp. 1.172.100,00

250. Lili Nur Fatilah 13 Maret 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00
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251. Nur Fatimah 08 Februari 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

252. Paniati 24 Februari 2003 Jahit Rp. 1.092.600,00

253. Wuryati 02 Mei 2003 Jahit Rp. 1.092.600,00

254. Suminem 24 September 2001 Jahit Rp. 1.130.100,00

255. Suwarsih 08 Maret 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

256. Uun 15 Januari 2001 Jahit Rp. 1.218.600,00

257. Sukiyati 05 April 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

258. Mugiati 21 Juli 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

259. Supartini 24 April 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

260. Sainah Bt. Sanaan 15 Januari 2001 Jahit Rp. 1.172.100,00

261. Surni 08 Agustus 2000 Jahit Rp. 1.172.100,00

262. Rastiti 01 November 1991 Jahit Rp. 1.464.600,00

263. Sri Karyati 01 Oktober 1994 Jahit Rp. 1.403.400,00

264. Indrayati 18 Juni 2002 Jahit Rp. 1.092.600,00

265. Suaenun 01 Januari 1992 Jahit Rp. 1.515.600,00

266. Supriningsih 16 Januari 2001 Jahit Rp. 1.172.100,00

267. Siti Mahmudah 08 Januari 2001 Jahit Rp. 1.172.100,00

268. Sri Wahyuningsih 26 Agustus 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

269. Sumiatun 31 Januari 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

270. Sulistyani 04 Mei 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

271. Khomsiyah 19 Mei 1999 GB Rp. 1.269.600,00

272. Suryani 03 April 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

273. Satini 17 Januari 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

274. Suparni 28 Agustus 2000 Jahit Rp. 1.172.100,00

275. Marni 24 Januari 2000 Jahit Rp. 1.269.600,00

276. Sugiarti 08 Mei 1996 Jahit Rp. 1.403.400,00

277. Musarofah 28 Februari 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

278. Endang Mujiati 28 Januari 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

279. Sopiyah 02 Januari 2003 Jahit Rp. 1.092.600,00

280. Siti Lestari 03 Februari 2001 Jahit Rp. 1.090.600,00

281. Kasmilah 26 Juni 2001 Jahit Rp. 1.172.100,00

282. Siti Nurchasanah 09 Agustus 1999 Jahit Rp. 1.218.600,00

283. Anik Susanti 29 Maret 2003 Jahit Rp. 1.092.600,00

284. Jaziroh 01 Februari 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

285. Sugiyani 22 Februari 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

286. Giyem 10 Juni 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

287. Casdiroh 17 Januari 2000 QC Rp. 1.218.600,00

288. Yeti Harmonis 03 Oktober 2000 Jahit Rp. 1.172.100,00

289. Siti Maimunah 19 Juli 1993 QC Rp. 1.475.100,00

290. Badriyah 06 Juni 2000 QC Rp. 1.218.600,00
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291. Pujiati 21 Februari 2000 QC Rp. 1.218.600,00

292. Asmiyati 08 Januari 2001 QC Rp. 1.172.100,00

293. Endang Sulastri 18 Januari 2000 QC Rp. 1.218.600,00

294 Nurlella 30 Agustus 2000 Jahit Rp. 1.172.100,00

295. Toricha Bt. Tobi in 05 Juli 1999 Jahit Rp. 1.172.100,00

296. Siti Aminatun 30 Agustus 1999 Jahit Rp. 1.218.600,00

297. Suratmi 01 September 1993 Jahit Rp. 1.430.100,00

298. Sumini 24 September 2001 Jahit Rp. 1.130.100,00

299. Sukinem 04 September 2000 Jahit Rp. 1.172.100,00

300. Lugiati 08 Januari 2001 Jahit Rp. 1.218.600,00

301. Karsi 31 Januari 2000 Jahit Rp. 1.092.600,00

302. Siti Romlah 08 Februari 1999 Jahit Rp. 1.218.600,00

303. Sumitri Bt. Surip 18 Juli 2001 Jahit Rp. 1.172.100,00

304. Muryati Bt. Suparno 06 Januari 2003 Jahit Rp. 1.092.600,00

305. Nining Suningsih 03 Oktober 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

306. Wasini Bt. Ahmad 22 Maret 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

307. Nutriyah 11 Maret 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

308. Triana Sari 27 Agustus 2001 Jahit Rp. 1.172.100,00

309. Eli Dalinah 27 September 1999 Jahit Rp. 1.218.600,00

310. Suti Wati 01 Januari 1992 Jahit Rp. 1.515.600,00

311. Warni 29 Juni 1999 QC Rp. 1.269.600,00

312. Sarwanti 18 Januari 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

313. Suharti 04 Agustus 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

314. Sariyah 19 Januari 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

315. Sunarti 09 Agustus 2000 CB Soft Rp. 1.172.100,00

316. Nani Sukatni 08 April 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

317. Maniyem 24 September 2001 Jahit Rp. 1.130.000,00

318. Karinawati 24 Juni 1993 Jahit Rp. 1.475.100,00

319. Onih 17 September 2001 Jahit Rp. 1.130.100,00

320. Sukini 09 November 1994 Jahit Rp. 1.466.100,00

321. Saikem 13 November 2000 Jahit Rp. 1.172.100,00

322. Watini 17 Januari 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

323. Waginah 10 Januari 2001 Jahit Rp. 1.172.100,00

324. Sri Wahyuni 12 April 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

325. Wagiyem 01 Juni 1992 Jahit Rp. 1.494.600,00

326. Wasri 06 November 2000 Jahit Rp. 1.172.100,00

327. Sulastri 10 Januari 2001 Jahit Rp. 1.130.100,00

328. Paricha 23 Juli 1999 Jahit Rp. 1.218.600,00

329. Suharti 06 Januari 2003 Jahit Rp. 1.092.100,00

330. Narti 31 Mei 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00
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331. Suparmi 23 April 2001 Jahit Rp. 1.172.100,00

332. Juyanti 12 Januari 2001 Jahit Rp. 1.172.100,00

333. Nur Painem 14 April 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

334. Putriyah Bt. W 24 Januari 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

335. Kamini 01 Juni 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

336. Sri Malaekah 09 Januari 2001 Jahit Rp. 1.172.100,00

337. Tarmuti 08 Februari 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

338. Dian 14 Agustus 2000 Jahit Rp. 1.269.600,00

339. Eli Tariyah 22 Agustus 2000 Jahit Rp. 1.269.600,00

340. Ani 08 Maret 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

341. Kusri 11 Januari 2001 Jahit Rp. 1.269.600,00

342. Umdah 20 November 2000 Jahit Rp. 1.269.600,00

343. Kesi 01 Agustus 2001 Jahit Rp. 1.269.600,00

344. Mae 08 Januari 2001 Jahit Rp. 1.172.100,00

345. Partini 22 Januari 2001 Jahit Rp. 1.172.100,00

346. Kholifah 14 Februari 1994 Jahit Rp. 1.470.000,00

347. Mulyanah 08 Januari 2003 Jahit Rp. 1.092.600,00

348. Retno Yudawati 12 April 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

349. Biniati 05 Agustus 1999 Jahit Rp. 1.218.600,00

350. Muhamad Ais 11 Oktober 1999 Potong Rp. 1.269.600,00

351. Sri Hartini 07 Januari 1994 Jahit Rp. 1.470.000,00

352. Marsih 23 Juni 1993 Jahit Rp. 1.479.600,00

353. Sulastri 15 April 2003 Jahit Rp. 1.130.600,00

354. Suyatmi 17 Januari 2001 Jahit Rp. 1.172.100,00

355. Iin Mursanah 31 Januari 2001 Jahit Rp. 1.172.100,00

356. Mukarti 03 Februari 2003 GB Rp. 1.130.600,00

357. Sukati 01 Juni 1990 Jahit Rp. 1.530.600,00

358. Suprapti 08 Januari 2001 Jahit Rp. 1.172.100,00

359. Karniati 08 Juni 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

360. Kaliyem 01 September 1994 Jahit Rp. 1.470.000,00

361. Siti Muslikah 01 Agustus 1995 Jahit Rp. 1.377.000,00

362. Kartini 22 Januari 2001 Jahit Rp. 1.172.100,00

363. Yatmi 15 Januari 2001 Jahit Rp. 1.172.100,00

364. Darwati 01 April 2003 Jahit Rp. 1.130.600,00

365. Sri Sunarsih 27 Oktober 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

366. Nini Tarinih 01 Agustus 1993 Jahit Rp. 1.470.000,00

367. Suhartinah 01 Maret 1994 Jahit Rp. 1.470.000,00

368. Lulu Nurfatika 22 Maret 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

369. Sunarti 20 September 2000 Jahit Rp. 1.172.100,00

Hal.  dari 70 hal. Put. No. 216 K/Pdt.Sus/2010.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

370. Ragum Risnoto 15 Februari 2000 CB Soft Rp. 1.218.600,00

371. Taryono 16 Oktober 2000 Gudang Kecil Rp. 1.172.100,00

372. Baniah 24 September 2001 GB Rp. 1.130.100,00

373. Tati Marhati 10 Januari 2001 Jahit Rp. 1.172.100,00

374. Sulastri 23 Februari 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

375. Maya 17 September 2001 Jahit Rp. 1.172.100,00

376. Ani Suparni 01 Februari 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

377. Mujirah 18 Agustus 1999 Jahit Rp. 1.218.600,00

378. Karini 14 September 2001 Jahit Rp. 1.172.100,00

379. Rumiyati 22 Januari 2001 Jahit Rp. 1.172.100,00

380. Sunarsih 24 September 2001 Jahit Rp. 1.092.600,00

381. Nisen 28 Agustus 2000 Jahit Rp. 1.172.100,00

382. Muawiyah Bt. B 04 April 1994 Jahit Rp. 1.372.600,00

383. Maryati 16 November 2000 Jahit Rp. 1.172.100,00

384. Pairah 27 November 2003 Jahit Rp. 1.092.600,00

385. Suyati 01 Maret 1999 QC Rp. 1.269.600,00

386. Mujenah 01 Juni 1993 Jahit Rp. 1.269.600,00

387. Sri Ningsih 08 Januari 2001 Jahit Rp. 1.481.100,00

388. Sumiyem 03 Januari 2003 Jahit Rp. 1.092.600,00

389. Suparni 25 Februari 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

390. Tarmini 08 Januari 2001 QC Rp. 1.130.100,00

391. Darwipah Bt. W 29 Mei 2000 QC Rp. 1.218.600,00

392. Lilis Suryani 22 Agustus 1995 CB Soft Rp. 1.377.600,00

393. Eni Setyorini 08 Februari 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

394. Parsi 22 Maret 2001 Jahit Rp. 1. 172.100,00

395. Murniwati 08 Januari 2001 Jahit Rp. 1.172.100,00

396. Sulastri 17 Januari 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

397. Sumarmi 07 April 2003 Jahit Rp. 1.092.600,00

398. Tumini 24 Januari 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

399. Suprapti 18 Maret 1996 Jahit Rp. 1.410.600,00

400. Tri Handayani 19 Mei 1996 Jahit Rp. 1.269.600,00

401. Triningsih 23 Agustus 1999 Jahit Rp. 1.218.600,00

402. Suharmi 08 Februari 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

403. Ning Rahayu 01 Mei 2000 Jahit Rp. 1.218.600,00

404. Jami Lestari 23 Agustus 1999 Jahit Rp. 1.218.600,00

405. Tri Rejeki 28 Juni 2002 Jahit Rp. 1.130.100,00

406. Suliyem 19 Januari 2000 Jahit Rp. 1.269.600,00

407. Dasini Bt. Warid 11 September 2000 Jahit Rp. 1.172.100,00

408. Sarti 04 September 2000 Jahit Rp. 1.172.100,00
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409. Mariatun 06 Mei 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

410. Sriyati 15 Februari 1999 Jahit Rp. 1.269.600,00

411. Parni 08 Januari 2001 Jahit Rp. 1.269.600,00

3. Pada tanggal 16 Maret 2008, sebanyak 490 buruh PT. Megariamas 

Sentosa mendeklarasikan Serikat Buruh Garmen Tekstil dan Sepatu PT. 

Megariamas Sentosa dan telah tercatat dengan nomor register 489/III/S/

IV/2008 tanggal 10 April 2008 pada Sudinakertrans Jakarta Utara (Bukti 

P-6). Adapun Serikat Buruh ini berafiliasi kepada Dewan Pimpinan Pusat 

Gabungan Serikat Buruh Independen/DPP GSBI (Bukti P-7) ;

4. Bahwa SBGTS GSBI PT. Megariamas Sentosa adalah merupakan 

kelanjutan dari Serikat Buruh sebelumnya yaitu Serikat Buruh PT. 

Megariamas Sentosa, tetapi telah dibubarkan melalui SK pembubaran 

dengan No. Kep-001/RA/SB/PT.MMS/JKT/IV/2008. (Bukti P-8) ;

5. Dalam proses pembentukan SBGTS GSBI di PT. Megariamas Sentosa, 

telah terjadi serangkaian tindakan penolakan dari TERGUGAT 

sebagaimana fakta berikut ini:

5.1. Pada tanggal 4 April 2008 Sdr. Abidin, buruh bagian potong/cutting 

sekaligus Ketua Umum SBGTS GSBI PT. Megariamas Sentosa, 

diberi surat peringatan ke-II karena menghadiri panggilan dari 

Sudinakertrans Jakarta Utara pada tanggal 3 April 2008. Adapun 

panggilan ini untuk dimintai penjelasan tentang adanya surat 

permohonan pencatatan SBGTS GSBI PT. Megariamas Sentosa. 

Mengenai kepergiannya untuk memenuhi panggilan ini, Sdr. Abidin 

telah meminta ijin kepada Sdr. Eka Wijaya, Supervisor Departemen 

Cutting.

5.2. Pada tanggal 10 April 2008 Sdr. M. Atang, Kepala Departemen
Pendidikan dan Propaganda SBGTS GSBI PT Megariamas Sentosa
akan tindakan PHK oleh TERGUGAT karena ditemukan
membawa formulir pendaftaran keanggotaan SBGTS GSBI PT. Megariamas 
Sentosa ke dalam lingkungan kerja.
5.3. Tindakan anti SBGTS GSBI di PT. Megariamas Sentosa juga ditunjukan 
oleh TERGUGAT dengan cara melakukan Perundingan PKB dengan Serikat 
Pekerja PT. Megariamas Sentosa yang mempunyai jumlah keanggotaan lebih 
kecil dari jumlah anggota SBGTS GSB. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2008, 
SBGTS GSBI PT. Megariamas Sentosa telah mengirimkan surat No. 009/PTP 
SBGTS-GSBI/MS/JKT/V/08 perihal Permintaan Penghentian Perundingan PKB 
terkait dengan perundingan PKB yang sedang dilakukan oleh pihak PT. 
Megariamas Sentosa dengan Serikat Pekerja yang mempunyai anggota 
mayoritas (Bukti P-9). Namun surat tersebut sama sekali tidak disambut baik 
atau direspon oleh TERGUGAT. Bahkan TERGUGAT tetap melakukan 
Perundingan PKB dengan Serikat yang minoritas (Bukti P-10).
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Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a UU No. 

21 Tahun 2000 jo Pasal 120 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan yang berhak mewakili dalam perundingan PKB di 

PT. Megariamas Sentosa adalah SBGTS GSBI PT. Megariamas 

Sentosa karena secara fakta SBGTS GSBI memiliki keanggotan 

mayoritas di perusahaan.

Pasal 25 ayat (1) huruf a UU No. 21 Tahun 2000:  
Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, federasi, dan konfederasi Serikat Pekerja/Serikat 
Buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak: membuat 
perjanjian kerja bersama dengan pengusaha.
Pasal 120 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) Serikat Pekerja/Serikat 
Buruh maka yang berhak mewakili Pekerja/Buruh melakukan perundingan 
dengan pengusaha yang jumlah keanggotaannya lebih dari 50% (lima puluh 
perseratus) dari jumlah Pekerja/Buruh di perusahaan tersebut.

6. Bahkan tindakan anti serikat buruh ini terus-menerus terjadi paska 

pembentukan serta pencatatan SBGTS GSBI PT. Megariamas Sentosa. 

Puncaknya adalah peristiwa PHK yang dialami oleh Sdr. Abidin, Ketua 

Umum SBGTS – GSBI PT. Megariamas Sentosa dengan fakta sebagai 

berikut:

6.1. Pada tanggal 10 - 12 Juli 2008, Sdr. Abidin mengikuti pendidikan 

tentang Perselisihan Hubungan Industrial yang diselenggarakan 

oleh Gabungan Serikat Buruh Independen di Bogor, dimana 

sebelumnya kegiatan ini sudah diberitahukan oleh organisasi 

kepada pihak TERGUGAT melalui pengajuan surat dispensasi No. 

018/PTP SBGTS-GSBI/PT.MS/JKT/VI/08 tertanggal 26 Juni 2008 

dan diterima oleh TERGUGAT sebagaimana dibuktikan dengan 

surat tanda terima sejak tanggal 27 Juni 2008. (Bukti P-11).

6.2. TERGUGAT kemudian pada tanggal 12 Juli 2008 mengeluarkan surat 
panggilan untuk masuk keja kepada Sdr. Abidin yang di titipkan kepada Sdr. 
Rusdiyanto dan Sdr. Suranto. Berhubung masih mengikuti pendidikan, Sdr. 
Abidin meminta kepada Sdr. Suranto untuk membacakan isi surat tersebut lewat 
telepon dan isi surat itu adalah "Jika dalam waktu 5 hari secara berturut-turut 
terhitung sejak hari pertama tidak masuk kerja maka Sdr. Abidin dianggap 
mengundurkan diri" (Bukti P-12).

6.3. Usai pelatihan yakni tanggal 13 Juli 2008 adalah hari Minggu atau 

hari libur. PT Megariamas Sentosa memang tidak beroperasi pada 

hari ini. Baru kemudian pada tanggal 14 Juli 2008, Sdr. Abidin 

masuk kerja dan mengkonfirmasi mengenai surat panggilan tersebut 

namun tidak mendapat penjelasan.

6.4. 15 Juli 2008, PukUl 11.45 WIB, Sdr. Abidin diminta oleh Sdri. Yuli 

Nirmala, staff supervisor departemen cutting di perusahaan 

TERGUGAT untuk mengisi formulir ijin tidak masuk kerja pada 
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tanggal 10 - 12 Juli 2008. Sdr. Abidin menolak permintaan ini karena 

ketidak hadirannya pada saat itu, bukan untuk urusan pribadi 

melainkan melaksanakan aktivitas Serikat Buruh sebagaimana 

dilindungi oleh Pasal 29 ayat (1) UU 21/2000 dan Perjanjian Kerja 

Bersama PT. Megariamas Sentosa (Bukti P-13) yang berbunyi 

sebagai berikut:

Pasal 29 ayat (1) UU 21/2000:

Pengusaha harus memberikan kesempatan kepada pengurus dan/

atau anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk menjalankan 

kegiatan seikat oleh kedua beIah pihak dan/atau yang diatur dalam 

Perjanjian Kerja Bersama.

Pasal 5 PKB PT. Megariamas Sentosa:

Pada prinsipnya Serikat Buruh PT. Megariamas Sentosa melakukan 

kegiatan demi kepentingan organisasi maka perusahaan dapat 

memberikan, dispensasi kepada pengurus Serikat Buruh PT. 

Megariamas Sentosa untuk menjalankan tugas-tugas organisasi, 

seperti undangan, training, seminar, dan lainnya dengan tetap 

mempertimbangkan kepentingan perusahaan, dengan cara 

pengajuan 3 hari sebelumnya.

6.5. Walaupun menolak untuk mengisi dan menandatangai formulir ini, 

namun TERGUGAT pada saat itu juga memberikan kepada Sdr. 

Abidin Surat Peringatan ke-III dan terakhir/PHK dengan alasan telah 

mangkir selama tiga hari (Bukti P-14).

7. Akibat pemecatan sepihak dan melanggar aturan perundanng-undangan 

ini, spontan secara serentak PARA PENGGUGAT, 477 buruh yang 

tergabung dalam keanggotaan SBGTS-GSBI PT. Megariamas Sentosa 

menghentikan proses produksi/berhenti bekerja untuk memprotes 

tindakan sewenang-wenang TERGUGAT tersebut. Aksi ini terus berlanjut 

hingga tanggal 17 Juli 2008 hingga terjadi perundingan antara SBGTS-

GSBI PT. Megariamas Sentosa dan Management PT. Megariamas 

Sentosa dengan melibatkan pihak Pemerintah namun tidak terjadi 

kesepakatan dalam perundingan ini, sebagaimana dibuktikan dalam 

risalah perundingan tertanggal 17 Juli 2008 (Bukti P-15). 

8. Pada tanggal 21 Juli 2008, pukul 12.55 WIB, SBGTS GSBI PT. 
Megariamas Sentosa mengirimkan surat permohonan perundingan pada 
tanggal 22 Juli '21608 pada pukul 10.00 VIIIB (Bukti P-16). Surat ini diterima 
oleh Jhonhotman, HRD & GA pada perusahaan TERGUGAT. Namun 
perundingan akhirnya terjadi pada tanggal 22 Juli 2008, pukul 14.00 WIB. Lagi-
lagi perundingan ini tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana diperlihatkan 
dalam risalaha perundingan (Bukti P-17).
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9. Oleh karena tidak juga mendapat kejelasan dan akibat dari gagalnya 
perundingan, pada tanggal 22 Juli 2008 SBGTS GSBI PT. Megariamas Sentosa 
mengirimkan surat pemberitahuan mogok kerja yang akan dilaksanakan pada 
tanggal 4 – 8 Agustus 2008 kepada TERGUGAT maupun pihak Sudinakertrans 
Jakarta Utara. Adapun dalam surat pemberitahuan ini, PARA PENGGUGAT 
menyertakan alasan aksi mogok guna menolak serangkaian tindakan anti 
Serikat Pekerja khususnya terkait dengan PHK sepihak yang diberikan kepada 
Sdr. Abidin, Ketua Umum SBGTS GSBI PT. Megariamas Sentosa serta 
menuntut perbaikan kondisi kerja dan hak normatif yang dilanggar oleh 
TERGUGAT (Bukti P-18).
10.Paska pemberitahuan ini, TERGUGAT kembali melakukan serangkaian 
tindakan balasan yang itimidatif dan berupaya untuk menghalangi mogok kerja 
sebagai berikut:

10.1. 26 Juli 2008, TERGUGAT telah melakukan PHK terhadap Sdr. 

Slamet Supriyadi, Sekretaris Umum SBGTS GSBI PT.Megariamas 

Sentosa, karena membawa selebaran ajakan mogok. (Bukti P-19)

10.2. 28 Juli 2008, TERGUGAT memberikan Surat Peringatan Ke-1 kepada 
PARA PENGGUGAT, anggota SBGTS GSBI PT. Megariamas Sentosa yaitu 
Sdri. Jami Lestari, Sdri. Ning Rahayu, Sdri. Suliyem, Sdri. Sriyati, Sdri. Mariatun, 
Sdri. Sri Rejeki, Sdri. Sarti, dan Sdri. Dasini dengan alasan tidak mencapai 
target produksi.
10.3. 31 Juli 2008, TERGUGAT lagi-lagi memberikan surat peringatan Ke-1 
kepada PARA PENGGUGAT, anggota SBGTS GSBI PT. Megariamas Sentosa 
yaitu kepada Sdri. Sri Wigiatun, Sdri. Kamarul Khasanah, dan Sdri. Supriatin 
karena di anggap tidak memenuhi target produksi.

11.Pada tanggal 31 Juli 2008 telah terjadi perundingan kembali antara 

SBGTS GSBI PT. Megariamas Sentosa dengan management PT. 

Megariamas Sentosa. Namun perundingan ini masih belum juga 

menghasilkan kesepakatan. Dalam perundingan ini PARA PENGGUGAT 

sekaligus juga menolak segala tindakan intimidatif dan pelanggaran 

kebebasan berserikat yang semakin gencar dijalankan oleh TERGUGAT.

12.Namun penolakan ini sama sekali tidak ditanggapi oleh TERGUGAT. Pada 1 
Agustus 2008 pihak Managemen PT. Megariamas Sentosa kembali melakukan 
PHK terhadap PARA PENGGUGAT, Anggota SBGTS GSBI PT. Megariamas 
Sentosa yaitu Sdri. Jami lestari, Sdri. Ning Rahayu, Sdri. Suliyem, Sdri. Sriyati, 
Sdri. Mariatun, Sdri. Sri Rejeki, Sdri. Sarti, dan Sdri. Dasini. Kedelapannya 
adalah buruh yang diberikan surat Peringatan Ke-1 kepada dengan alasan tidak 
mencapai target produksi pada tanggal 28 Juli 2008 yang lalu. Adapun PHK ini 
dengan alasan kedelapannya menolak Surat Peringatan I maka dikenakan Surat 
Peringatan II, karena menolak Surat Peringatan II kemudian dikenakan Surat 
Peringatan III dan menolak Surat Peringatan III selanjutnya pihak Management 
melakukan PHK. Surat PK sendiri resmi dikeluarkan pada tanggal 4 Agustus 
2008 (vide bukti P-2).
13.Bahwa pada hari Sabtu 2 Agustus 2008, pihak management PT. Megariamas 
Sentosa mengeluarkan Pengumuman (Bukti P-20) sebagai upaya larangan dan 
intimidasi kepada para buruh yang akan melakukan pemogokan. Dimana isi dari 
pengumuman tersebut adalah sebagai berikut :

1. Agar aksi mogok kerja tersebut tidak dilakukan di seluruh area 

perusahaan.

2.  Agar seluruh karyawan tetap masuk kerja seperti biasa.
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3. Bagi karyawan yang tidak mengindahkannya dan tetap 

melakukannya, management akan mengambil tindakan dan sanksi 

tegas.

14.Hal mana jelas-jelas merupakan tindakan sepihak dan melanggar hak 

asasi buruh yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yakni 

terkait dengan hak kebebasan berserikat dan hak mogok kerja. Bahwa 

mengenai pelaksanaan hak mogok, Pengurus SBGTS GSBI PT. 

Megariamas Sentosa telah berusaha menempuh prosedur yang harus 

dilewati sebelum melakukan aksi mogok walaupun serangkaian prosedur 

tersebut merupakan pembatasan terhadap hak mogok itu sendiri yang 

merupakan hak fundamental buruh.

Pasal 137 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

Mogok kerja sebagai hak dasar Pekerja/Buruh dan Serikat Pekerja/ 

Serikat Buruh dilakukan secara sah, tertib, dan aman sebagai akibat 

gagalnya perundingan.

Pemogokkan bukanlah sebuah tindakan illegal bahkan UU sendiri melindungi 
serta memberikan hak kepada Serikat Buruh untuk mengorganisir anggota 
dalam sebuah pemogokkan, sebagaimana disebutkan dalam:

Pasal 4 ayat (2) huruf e UU No. 21 Tahun 2000

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh, federasi, dan konfederasi Serikat Pekerja/Serikat 

Buruh mempunyai fungsi: sebagai perencana, pelaksana, dan 

penanggung jawab pemogokkan Pekerja/Buruh sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.

15.Mogok yang direncanakan tersebut juga ditempuh sebagai akibat dari 

gagalnya berunding sebagaimana diatur dalam Pasal 137 Undang-

Undang No. 13 Tahun 2003, dan Pasal 4 Kepmenaker No. 232/

MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah.

Pasal 4 Kepmenaker No. 232/MEN/2003 Tentang Akibat Hukum Mogok 

Yang Tidak Sah:

Gagalnya perundingan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a adalah tidak 
tercapainya kesepakatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang 
dapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan 
walaupun Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau Pekerja/Buruh telah meminta 
secara tertulis kepada pengusaha 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 14 (empat 
belas) hari kerja atau perundingan-perundingan yang dilakukan mengalami jalan 
buntu yang dinyatakan oleh para pihak dalam risalah perundingan.

16.Bahwa pada hari Senin 4 Agustus 2008, pemogokan dimulai dan diikuti 

oleh 428 buruh. Namun selama pemogokan berlangsung tidak terjadi 

perundingan dan kira-kira pukui 14.00 WIB justeru pihak perusahaan 

mengeluarkan surat panggilan I (Pertama) No : 024/HRD-Int/VIII/2008 
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tertanggal 4 Agustus 2008 yang isinya memanggil kepada karyawan/ 

karyawati yang terlibat pemogokan untuk bekerja seperti biasa (Bukti 

P-21).

17.Bahwa pada hari Selasa 5 Agustus 2008, ketika berlangsung pemogokan 
hari kedua SBGTS GSBI PT. Megariamas Sentosa mengirimkan pengajuan 
perundingan kepada pihak perusahaan tetapi tidak ada tanggapan dari 
perusahaan dan tidak terjadi perundingan (Bukti P-22).

18.Bahwa pada hari Rabu 6 Agustus 2008, pemogokan hari ke tiga masih 

berlangsung. Aksi digelar dengan sasaran Sudinakertrans Jakarta Utara. 

Hal ini dilakukan karena selama dua hari pemogokan di perusahaan tidak 

mendapat tanggapan dari pihak TERGUGAT. Selain itu ada larangan 

pemogokan dilaksanakan di lingkungan perusahaan melalui keamanan 

setempat.

Dalam aksi di Sudinakertrans Jakarta Utara ini, pihak Sudin telah 

memanggil perusahaan namun tidak ada seorangpun perwakilan 

perusahaan yang memenuhi panggilan ini. Akhirnya, SBGTS GSBI PT 

Megariamas Sentosa dan pihak Suku Dinas Tenaga Kerja menyepakati 

akan melakukan perundingan dengan pihak perusahaan pada tanggal 7 

Agustus 2008, pukul 10.00 WIB, bertempat di lokasi pabrik PT. 

Megariamas.

19.Pada hari Kamis 7 Agustus 2008, pemogokan hari ke empat dilaksanakan 

di perusahaan, tetapi karena tidak di ijinkan melakukan pemogokan di 

lingkungan perusahaan, maka pemogokan dilaksanakan di jalan raya. 

Pada aksi ini, salah satu pimpinan Dewan pimpinan Pusat GSBI yakni 

Sdr. Akbar ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Penjaringan.

Baru pada pukul 12.00 WIB, terjadi perundingan antara SBGTS GSBI PT. 

Megariamas Sentosa dengan pihak perusahaan yang diwakili oleh kuasa 

hukumnya dan difasilitasi oleh pihak Sudinakertrans Jakarta Utara. Akan 

tetapi lagi-lagi pihak perusahaan menolak untuk melakukan perundingan, 

dan disepakati untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui tripartit 

yang akan dilaksanakan pada, tanggal 11 Agustus 2008 bertempat di 

Kantor Sudinakertras Jakarta Utara. Dalam pertemuan tersebut, SBGTS 

GSBI PT. Megariamas Sentosa menyatakan akan bekerja seperti biasa 

pada keesokan harinya.

20.Bahwa pada hari Jum'at 8 Agustus 2008, pimpinan dan seluruh anggota 

SBGTS GSBI PT. Megariamas Sentosa datang ke perusahaan untuk 

bekerja seperti biasa, tetapi perusahaan melakukan pelarangan dengan 

menutup seluruh pintu produksi dan menghalangi pengurus dan anggota 

yang ingin bekerja ini. Bahkan pada pukul 08.53 WIB pihak perusahaan 
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mengeluarkan SK PHK sepihak Nomor : 001/Kep.Dir/VIII/08 tertanggal 8 

Agustus 2008 kepada Turasmi, dkk (419 buruh) dengan alasan telah 

melakukan pemogokan illegal (vide Bukti P-1).

21.Serangkaian tindakan intimidatif terhadap SBGTS GSBI PT. Megariamas 
Sentosa terus-menerus terjadi hingga keputusan PHK Nomor 002/Kep.Dir/
VIII/08 tertanggal 19 Agustus 2008 dikenakan kepada Sdri. Ais, dkk (17 orang) 
dengan alasan yang sama pula yaitu telah melakukan pemogokan illegal (vide 
Bukti P-3).
22. Bahwa tindakan TERGUGAT merupakan praktek-praktek "anti terhadap 
kebebasan berserikat, bahkan dengan sistimatis telah melakukan 
pemberangusan terhadap keberadaan SBGTS GSBI PT. Megariamas Sentosa" 
dengan melakukan serangkaian PHK sepihak terhadap pimpinan dan anggota 
SBGTS GSBI PT. Megariamas Sentosa karena aktifitasnya dalam upaya 
memperjuangkan hak-hak Normatif buruh guna perbaikan kondisi kerja di 
lingkungan PT. Megarimas Sentosa sesuai dengan prosedural hukum/undang-
undang yang berlaku. Bahwa tindakan PHK oleh TERGUGAT seperti tersebut di 
atas merupakan tindakan illegal dan nyata-nyata melanggar kebebasan 
berserikat yang dikualifikasikan pula sebagai tindak pidana kejahatan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 28 jo. Pasal 43 Undang-Undang No. 21 Tahun 
2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Pasal 28 huruf a UU 21 Tahun 2000:

Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa Pekerja/Buruh 

untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak 

menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau 

menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat 

Buruh dengan cara :

a. Melakukan PHK, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, 

atau melakukan mutasi;

b.  Tidak membayar atau mengurangi upah Pekerja/Buruh;

c.  Melakukan intimidasi dalam bentuk apa pun ;
d. Melakukan kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja/Serikat 

Buruh; 

Pasal 43 UU 21 Tahun 2000: 

(1) Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa Pekerja/Buruh 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana 

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun 

dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) 

dan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak 
pidana kejahatan.

23.Tindakan TERGUGAT melanggar Konvensi ILO No. 87 Pasal 3 ayat (1), 

Pasal 10 dan Pasal 11, tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan 

Hak Berorganisasi. (dasar dibentuknya UU No. 21 Tahun 2000 tentang 

Serikat Pekerja/Serikat Buruh) yang memberikan perlindungan bagi 
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buruh maupun pengusaha agar dapat melaksanakan secara bebas hak-

hak berorganisasi dan khususnya Pasal 1 ayat (2) huruf b Konvensi ILO 

No. 98 mengenai Berlakunya Dasar-dasar dari Hak untuk Berorganisasi 

dan untuk Berunding Bersama yang memberi perlindungan terhadap 

tindakan anti Serikat Buruh yang berhubungan dengan pekerjaan dalam 

hal ini tindakan PHK.

Pasal 1 ayat (2) huruf b Konvensi ILO No. 98. 

Perlindungan demikian harus digunakan terutama terhadap tindakan-

tindakan yang bermaksud menyebabkan pemberhentian sementara, atau 

secara lain merugikan buruh berdasarkan keanggotaan serikat buruh 

atau karena turut serta, dalam tindakan-tindakan serikat buruh di luar 

jam-jam bekerja atau dengan persetujuan majikan dalam waktu jam 

bekerja.

24.Bahwa PHK oleh TERGUGAT batal demi hukum oleh karena melanggar/

bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan      No. 13 Tahun 

2003 Pasal 151 ayat (3) jo Pasal 155 ayat (1) yang selengkapnya 

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 151 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-

benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat 

memutuskan hubungan kerja dengan Pekerja/Buruh setelah memperoleh 

penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pasal 155 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  

Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.

25.Bahwa sejak tindakan PHK sepihak dijatuhkan PARA PENGGUGAT tidak 

diperbolehkan lagi bekerja dan dihentikan pembayaran upah dan hak-hak 

lainnya yang biasa diterima. Terhadap tindakan yang demikian, jelas telah 

melanggar ketentuan Pasal 155 ayat 2 dan 3 Undang-Undang      No. 13 

Tahun 2003, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 155 ayat 2 dan 3 UU 13/2003 

(2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun Pekerja/Buruh 

harus tetap melaksanakan segala kewajibannya. 

(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing 
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kepada Pekerja/Buruh yang sedang dalam proses Pemutusan 

Hubungan Kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak 

lainnya yang biasa diterima Pekerja/Buruh. 

26.Bahwa untuk itu, PARA PENGGUGAT berhak meminta Putusan Sela 

agar TERGUGAT membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa 

diterima setiap bulan pada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan 

Industrial. Hal mana ini jelas di atur dalam Pasal 96 ayat 1 dan 2 Undang-

Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial. Yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 96 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004

(1) Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak 

pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera 

menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk 

membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Pekerja/

Buruh yang bersangkutan.

(2) Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada 
hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua.

Bahwa berdasarkan hal-hal  tersebut di atas Para Penggugat mohon 

kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat-

agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI 

1. Memerintahkan TERGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU No. 2 

Tahun 2004 jo Pasal 155 UU No. 13 Tahun 2003 untuk membayar seluruh 

upah dan hak-hak yang biasa diterima PARA PENGGUGAT, yang 

pembayarannya dihentikan sejak bulan Agustus 2008 sebesar Rp. 

3.666.444.040,- (Tiga milyar enam ratus enam puluh enam juta empat ratus 

empat puluh empat ribu empat puluh rupiah) ;

2. Memerintahkan TERGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU No. 2 
Tahun 2004 jo Pasal 155 UU No. 13 Tahun 2003 untuk membayarkan THR 
tahun 2008 yang biasa diterima PARA PENGGUGAT, sebesar 
Rp.758.921.400,-. 

Adapun perincian kedua hak tersebut adalah sebagai berikut:

No. NAMA UPAH

AGUSTUS – 

DESEMBER 2008

UPAH JANUARI – 

FEBRUAI 2009

TOTAL UPAH 

PROSES

THR 2008 UPAH/

BULAN X 45

30

1. Siti Turasmi Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.      8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

2. Lilik Supadmi Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.      8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00
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3. Murni Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.      8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

4. Sriyatun Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.      8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

5. Karmi Rp. 7.150.500,00 Rp. 3.146.220,00 Rp.    10.296.720,00 Rp.    2.185.650,00

6. Jumiati Rp. 5.650.500,00 Rp. 2.486.220,00 Rp.      8.136.720,00 Rp.    1.758.150,00

7. Sriwanti Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.      8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

8. Siti Juleha Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.      8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

9. Suyati Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.      9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

10. Rohyati Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.      8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

11. Neneng Indrawati Rp. 7.218.000,00 Rp. 3.175.920,00 Rp.    10.393.920,00 Rp.    2.066.400,00

12. Kurniawati Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.      8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

13. Dianah Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.      8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

14. Susana Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.      8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

15. Sukarni Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.      9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

16. Dirah Rp. 5.463.000,00 Rp. 2.403.720,00 Rp.      7.866.720,00 Rp.    1.638.900,00

17. Sriatin Bt. Uksin Rp. 5.650.500,00 Rp. 2.486.220,00 Rp.      8.136.720,00 Rp.    1.758.150,00

18. Samirah Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.      8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

19. Sainema Miarsih Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.      8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

20. Siti Khoimah Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.      8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

21. Miati Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.      8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

22. Sudiyono Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.      8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

23. Darsih Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.      8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

24. Winarni Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.      8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

25. Rumiyati Rp. 5.463.000,00 Rp. 2.403.720,00 Rp.      7.866.720,00 Rp.    1.638.900,00

26. Satine Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.      9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

27. Lina Triwinarsih Rp. 7.143.000,00 Rp. 3.142.620,00 Rp.    10.285.620,00 Rp.    2.066.400,00

28. Sri Sulastri Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.      9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

29. Sudarwati Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.      8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

30. Sumini Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.      9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

31. Parni Rp. 7.578.000,00 Rp. 3.334.320,00 Rp.    10.912.320,00 Rp.    2.066.400,00

32. Tri Harnengsih Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.      8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

33. Siti Soliah Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.      8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

34. Sri Werdi Wiyati Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.      8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

35. Misrati Rp. 6.337.500,00 Rp. 2.788.500,00 Rp.      9.126.000,00 Rp.    1.904.400,00

36. Ruskinah Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.      8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

37. Wilangsih Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.      8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

38. Warti Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.      9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

39. Rusmini Rp. 5.463.000,00 Rp. 2.403.720,00 Rp.      7.866.720,00 Rp.    1.638.900,00

40. Masruroh Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.      8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

41. Purwati Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.      9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00
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42. Nina Marlina Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.      9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

43. Supaenah Rp. 7.218.000,00 Rp. 3.175.920,00 Rp.    10.393.920,00 Rp.    2.066.400,00

44. Eni Marifah Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.      8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

45. Alpiah Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.      9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

46. Tuti Marliani Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.      8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

47. Siti Fatimah Rp. 5.463.000,00 Rp. 2.403.720,00 Rp.      7.866.720,00 Rp.    1.638.900,00

48. Puji Hastuti Rp. 5.463.000,00 Rp. 2.403.720,00 Rp.      7.866.720,00 Rp.    1.638.900,00

49. Sri Surahmi Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.      8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

50. Emy Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.      8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

51. Aan Ambiyawati Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.      8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

52. Warsinem Rp. 5.463.000,00 Rp. 2.403.720,00 Rp.      7.866.720,00 Rp.    1.638.900,00

53. Surati Rp. 7.398.000,00 Rp. 3.255.120,00 Rp.    10.653.120,00 Rp.    2.066.400,00

54. Sunarti Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.      8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

55. Hartini (d) Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.      8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

56. Suratmi Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.      8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

57. Rusmiyati Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.      9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

58. Atik Suparti Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.      8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

59. Suharni Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.      8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

60. Kusrini Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.      8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

61. Sarti Rp. 7.143.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.      9.936.120,00 Rp.    1.904.400,00

62. Marni Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.      8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

63. Malikah Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.      8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

64. Mislimah Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.      8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

65. Maryam Bt. Mutain Rp. 7.053.000,00 Rp. 3.103.320,00 Rp.    10.156.320,00 Rp.    2.185.650,00

66. Eria Rp. 7.150.500,00 Rp. 3.146.220,00 Rp.    10.296.720,00 Rp.    2.185.650,00

67. Rasmini Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.      9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

68. Heriyati Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.      8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

69. Wariyani Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

70. Wartiyem Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

71. Muryani Rp. 7.143.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.936.120,00 Rp.    1.904.400,00

72. Partiyem Rp. 6.345.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.138.120,00 Rp.    1.904.400,00

73. Rumiasih Rp. 6.345.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.138.120,00 Rp.    1.904.400,00

74. Darti Bt. Supardi Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

75. Sariyah Bt. Tasari Rp. 7.143.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.936.120,00 Rp.    1.904.400,00

76. Sudarti Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

77. Esih Sukaesih Rp. 7.143.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.936.120,00 Rp.    1.904.400,00

78. Sunarti Bt. Kusnadi Rp. 7.398.000,00 Rp. 3.255.120,00 Rp.   10.653.120,00 Rp.    2.066.400,00

79. Rohaenah Rp. 7.323.000,00 Rp. 3.255.120,00 Rp.   10.578.120,00 Rp.    2.066.400,00

80. Siti Suhaenah Rp. 7.218.000,00 Rp. 3.175.920,00 Rp.   10.393.920,00 Rp.    2.066.400,00
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81. Sri Lestari Rp. 7.293.000,00 Rp. 3.208.920,00 Rp.   10.501.920,00 Rp.    2.066.400,00

82. Kumiasih Rp. 7.012.000,00 Rp. 3.085.280,00 Rp.   10.097.280,00 Rp.    2.066.400,00

83. Samiati Rp. 6.978.000,00 Rp. 3.070.320,00 Rp.   10.048.320,00 Rp.    2.066.400,00

84. Kartini Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

85. Warsini Bt. Sono Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

86. Mafiyah Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

87. Rusmiyati Rp. 5.650.000,00 Rp. 2.486.220,00 Rp.     8.136.220,00 Rp.    1.758.150,00

88. Wasiyah Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

89. Kusmini Rp. 5.463.000,00 Rp. 2.403.720,00 Rp.     7.866.720,00 Rp.    1.638.900,00

90. Sumirah Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

91. Purwantini Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

92. Dami Rp. 7.143.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.936.120,00 Rp.    1.758.150,00

93. Karsi Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

94. Sri Sulastri Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

95. Purwiyani Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

96. Sukati Rp. 7.350.000,00 Rp. 3.234.000,00 Rp.   10.548.000,00 Rp.    2.185.650,00

97. Suwarni Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

98. Mumun Rp. 5.463.000,00 Rp. 2.403.720,00 Rp.     7.866.720,00 Rp.    1.638.900,00

99. Suratun Rp. 7.398.000,00 Rp. 3.255.120,00 Rp.   10.653.120,00 Rp.    2.066.400,00

100. Sumarti Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

101. Salwi Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

102. Warinih Rp. 7.398.000,00 Rp. 3.255.120,00 Rp.   10.653.120,00 Rp.    1.638.900,00

103. Sukatni Rp. 5.463.000,00 Rp. 2.403.720,00 Rp.     7.866.720,00 Rp.    1.638.900,00

104. Daniah Rp. 5.463.000,00 Rp. 2.403.720,00 Rp.     7.866.720,00 Rp.    2.185.650,00

105. Tini Selami Rp. 7.248.000,00 Rp. 3.189.120,00 Rp.   10.437.120,00 Rp.    2.066.400,00

106. Radem Rp. 7.473.000,00 Rp. 3.288.120,00 Rp.   10.761.120,00 Rp.    2.066.400,00

107. Duratmi Bt. R Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

108. Siti Patonah Rp. 7.398.000,00 Rp. 3.255.120,00 Rp.   10.653.120,00 Rp.    2.285.650,00

109 Fitriah Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

110. Partini Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

111. Sukatmi Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

112. Sri Wigiatun Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

113 Siti Rumiati Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

114. Siti Nurjanah Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

115. Dewi Asmara Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

116. Surtinah Rp. 7.293.000,00 Rp. 2.308.920,00 Rp.     9.601.920,00 Rp.    1.904.400,00

117. Kaminah Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

118. Sari Rojanah Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

119. Eka Nutriani Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00
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120. Sulistyowati Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

121. Suminah Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.758.150,00

122. Sumarni Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

123. Rohimi Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

124. Nanik Syafaani Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

125. Ami Wasoah Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

126. Jaminem Rp. 5.463.000,00 Rp. 2.403.720,00 Rp.     7.866.720,00 Rp.    1.638.900,00

127. Murtafiah Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

128. Sulistyorini Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

129. Suripah Rp. 5.650.500,00 Rp. 2.486.220,00 Rp.     8.136.720,00 Rp.    1.758.150,00

130. Witriyah Rp. 7.053.000,00 Rp. 3.103.320,00 Rp.   10.156.320,00 Rp.    2.066.400,00

131. Partini Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

132. Turiah Rp. 7.473.000,00 Rp. 3.288.120,00 Rp.   10.761.120,00 Rp.    2.066.400,00

133. Siti Sumarni Rp. 5.460.500,00 Rp. 2.403.720,00 Rp.     7.864.220,00 Rp.    1.638.900,00

134. Rita Setyaningsih Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

135. Purwanti Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

136. Suyati Rp. 7.285.500,00 Rp. 3.205.620,00 Rp.   10.491.120,00 Rp.    2.185.650,00

137. Sami Rp. 7.053.000,00 Rp. 3.103.320,00 Rp.   10.156.320,00 Rp.    2.185.650,00

138. Sutiarti Bt. Darto Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

139. Kasturi Bt. Sargam Rp. 7.017.000,00 Rp. 3.085.280,00 Rp.   10.102.280,00 Rp.    2.185.650,00

140. Sarni Rp. 7.143.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.936.120,00 Rp.    1.904.400,00

141. Suswati Bt. T Rp. 7.053.000,00 Rp. 3.103.320,00 Rp.   10.156.320,00 Rp.    2.185.650,00

142. Sutri Marti Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

143. Indarti Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

144. Juminem Rp. 6.889.000,00 Rp. 3.030.720,00 Rp.     9.919.720,00 Rp.    1.904.400,00

145. Triyatun Rp. 5.650.500,00 Rp. 2.486.220,00 Rp.     8.136.720,00 Rp.    1.758.150,00

146. Yati Wahyuni Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

147. Sartini Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

148. Mujiati Rp. 5.463.000,00 Rp. 2.403.720,00 Rp.     7.866.720,00 Rp.    1.638.900,00

149. Wahyuni Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

150. Darmi Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

151. Karti Rp. 7.017.000,00 Rp. 3.085.280,00 Rp.   10.102.280,00 Rp.    2.185.650,00

152. Bibit Sulistyowati Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

153. Wasyaropah Bt. Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

154. Kholimah Bt. T Rp. 7.017.000,00 Rp. 3.085.280,00 Rp.   10.102.280,00 Rp.    2.066.400,00

155. Sakimah Bt. Sakim Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

156. Titi Yulifah Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

157. Miskem Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.   10.545.120,00 Rp.    1.904.400,00

158. Kamarul Kasanah Rp. 7.323.000,00 Rp. 3.222.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    2.066.400,00
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159. Warni Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.904.400,00

160. Sumiyati Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

161. Siti Ruqoyah Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

162. Sri Puji Astuti Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

163. Carwiti Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

164. Sri Sudarni Rp. 5.463.000,00 Rp. 2.403.720,00 Rp.     7.866.720,00 Rp.    1.638.900,00

165. Siti Nur Fatimah Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

166. Jamsanah Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

167. Susiyati Rp. 7.360.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     9.939.120,00 Rp.    1.904.400,00

168. Sanikem Rp. 7.323.000,00 Rp. 3.255.120,00 Rp.   10.578.120,00 Rp.    2.066.400,00

169. Rahayu Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

170. Eniti Rp. 5.463.000,00 Rp. 2.403.720,00 Rp.     7.866.720,00 Rp.    1.638.900,00

171. Erni Sugiarti Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

172. Sutinah Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

173. Suprapti Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

174. Karmini Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

175. Suhaemi Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

176. Sukmana Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

177. Tumtini Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

178. Yeni Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

179. Winarsih Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

180. Suyati Rp. 5.650.500,00 Rp. 2.486.220,00 Rp.     8.136.720,00 Rp.    1.758.150,00

181. Roida Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.758.150,00

182. Marsini Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

183. Purwantini Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

184. Darni Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

185. Sumiyati Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

186. Winarti Rp. 7.143.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.936.120,00 Rp.    1.904.400,00

187. Siti Marpungatun Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.541.420,00 Rp.    1.758.150,00

188. Sukesih Rp. 5.650.500,00 Rp. 2.486.220,00 Rp.     8.136.720,00 Rp.    1.758.150,00

189. Tristiati Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

190. Suyanti Rp. 5.463.000,00 Rp. 2.403.720,00 Rp.     7.866.720,00 Rp.    1.638.900,00

191. Sri Wahyuni Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

192. Warsinah Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

193. Sri Lestari Rp. 5.463.000,00 Rp. 2.403.720,00 Rp.     7.866.720,00 Rp.    1.638.900,00

194. Nur Priatin Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.541.420,00 Rp.    1.758.150,00

195. Nur Asih Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

196. Sumarti Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

197. Warni Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00
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198. Supriatin Rp. 5.463.000,00 Rp. 2.403.720,00 Rp.     7.866.120,00 Rp.    1.638.900,00

199. Endah Bt. Muktar Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

200. Andaria Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

201. Anjani Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

202. Surkiyah Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

203. Amiri Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

204. Siti Komariyah Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

205. Sundari Rp. 6.978.000,00 Rp. 3.070.320,00 Rp.   10.048.320,00 Rp.    2.066.900,00

206. Suwari Rp. 5.463.000,00 Rp. 2.403.720,00 Rp.     7.866.720,00 Rp.    1.638.900,00

207. Semi Rp. 7.143.000,00 Rp. 3.142.920,00 Rp.   10.285.920,00 Rp.    2.066.400,00

208. Sri Handayani Rp. 7.017.000,00 Rp. 3.085.280,00 Rp.   10.102.280,00 Rp.    2.066.400,00

209. Ni Kasturi Rp. 5.463.000,00 Rp. 2.403.720,00 Rp.     7.866.720,00 Rp.    1.638.900,00

210. Puryani Rp. 5.650.500,00 Rp. 2.486.220,00 Rp.     8.136.720,00 Rp.    1.758.150,00

211. Kartiwiningsih Rp. 7.473.000,00 Rp. 3.288.120,00 Rp.   10.761.120,00 Rp.    2.066.400,00

212. Suratni Rp. 7.503.000,00 Rp. 3.367.320,00 Rp.   10.870.320,00 Rp.    2.066.400,00

213. Juliati Rp. 5.463.000,00 Rp. 2.403.720,00 Rp.     7.866.720,00 Rp.    1.638.900,00

214. Ismiwati Rp. 5.463.000,00 Rp. 2.403.720,00 Rp.     7.866.720,00 Rp.    1.638.900,00

215. Siti Khaeromah Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

216. Siti Romelah Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

217. Tarni Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

218. Kartini Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

219. Maryam Rp. 5.463.000,00 Rp. 2.403.720,00 Rp.     7.866.720,00 Rp.    1.638.900,00

220 Irnipah Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

221 Casmuti Bt. Supardi Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

222. Siti Khulasoh Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

223. Siti Nurfatimah Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

224. Sukiyem Rp. 5.463.000,00 Rp. 2.403.720,00 Rp.     7.866.720,00 Rp.    1.638.900,00

225. Jaemah Rp. 5.463.000,00 Rp. 2.403.720,00 Rp.     7.866.720,00 Rp.    1.638.900,00

226. Yastiyah Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

227. Hartini Rp. 7.143.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.936.120,00 Rp.    1.904.400,00

228. Saniati Rp. 7.398.000,00 Rp. 3.255.120,00 Rp.   10.653.120,00 Rp.    2.066.400,00

229. Surati Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

230. Cupeni Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

231. Sri Wahyuni Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

232. Ambarwati Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     8.653.620,00 Rp.    1.758.150,00

233. Warsih Rp. 7.017.000,00 Rp. 3.085.280,00 Rp.   10.102.280,00 Rp.    2.066.400,00

234. Sunarsih Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

235. Marsonah Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     8.653.620,00 Rp.    1.758.150,00

236. Maryamah Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     8.653.620,00 Rp.    1.758.150,00
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237. Etik Mustikawati Rp. 7.143.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.936.120,00 Rp.    1.904.400,00

238. Yuni Astuti Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

239. Warniti Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

240. Rosatun Bt. Hadi Rp. 7.323.000,00 Rp. 3.222.120,00 Rp.   10.545.120,00 Rp.    2.066.400,00

241. Nur Kayatun Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

242. Suci Winarti Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

243. Halimah Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

244. Rubinem Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

245. Sulastri Rp. 7.150.500,00 Rp. 3.146.220,00 Rp.   10.296.720,00 Rp.    1.758.150,00

246. Inarotul Hidayati Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

247. Ria Wati Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

248. Damawiyah Bt. C Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

249. Sri Lestari Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

250. Lili Nur Fatilah Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

251. Nur Fatimah Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

252. Paniati Rp. 5.463.000,00 Rp. 2.403.720,00 Rp.     7.866.720,00 Rp.    1.638.900,00

253. Wuryati Rp. 5.463.000,00 Rp. 2.403.720,00 Rp.     7.866.720,00 Rp.    1.638.900,00

254. Suminem Rp. 5.650.500,00 Rp. 2.486.220,00 Rp.     8.136.720,00 Rp.    1.758.150,00

255. Suwarsih Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

256. Uun Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

257. Sukiyati Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

258. Mugiati Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

259. Supartini Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

260. Sainah Bt. Sanaan Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

261. Surni Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

262. Rastiti Rp. 7.323.000,00 Rp. 3.222.120,00 Rp.   10.545.120,00 Rp.    2.066.400,00

263. Sri Karyati Rp. 7.017.000,00 Rp. 3.085.280,00 Rp.   10.102.280,00 Rp.    2.066.400,00

264. Indrayati Rp. 5.463.000,00 Rp. 2.403.720,00 Rp.     7.866.720,00 Rp.    1.638.900,00

265. Suaenun Rp. 7.578.000,00 Rp. 3.334.320,00 Rp.   10.912.320,00 Rp.    2.066.400,00

266. Supriningsih Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

267. Siti Mahmudah Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

268. Sri Wahyuningsih Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

269. Sumiatun Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

270. Sulistyani Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

271. Khomsiyah Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

272. Suryani Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

273. Satini Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

274. Suparni Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

275. Marni Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00
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276. Sugiarti Rp. 7.017.000,00 Rp. 3.085.280,00 Rp.   10.102.280,00 Rp.    2.066.400,00

277. Musarofah Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

278. Endang Mujiati Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

279. Sopiyah Rp. 5.463.000,00 Rp. 2.403.720,00 Rp.     7.866.720,00 Rp.    1.638.900,00

280. Siti Lestari Rp. 5.453.000,00 Rp. 2.403.720,00 Rp.     7.856.720,00 Rp.    1.638.900,00

281. Kasmilah Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

282. Siti Nurchasanah Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

283. Anik Susanti Rp. 5.463.000,00 Rp. 2.403.720,00 Rp.     7.866.720,00 Rp.    1.638.900,00

284. Jaziroh Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

285. Sugiyani Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

286. Giyem Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

287. Casdiroh Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

288. Yeti Harmonis Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

289. Siti Maimunah Rp. 7.375.500,00 Rp. 3.255.120,00 Rp.   10.630.620,00 Rp.    2.066.400,00

290. Badriyah Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

291. Pujiati Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

292. Asmiyati Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

293. Endang Sulastri Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

294 Nurlella Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

295. Toricha Bt. Tobi in Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

296. Siti Aminatun Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

297. Suratmi Rp. 7.150.500,00 Rp. 3.146.220,00 Rp.   10.296.720,00 Rp.    2.066.400,00

298. Sumini Rp. 5.650.500,00 Rp. 2.486.220,00 Rp.     8.136.720,00 Rp.    1.758.150,00

299. Sukinem Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

300. Lugiati Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

301. Karsi Rp. 5.463.000,00 Rp. 2.403.720,00 Rp.     7.866.720,00 Rp.    1.638.900,00

302. Siti Romlah Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

303. Sumitri Bt. Surip Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

304. Muryati Bt. Suparno Rp. 5.463.000,00 Rp. 2.403.720,00 Rp.     7.866.720,00 Rp.    1.638.900,00

305. Nining Suningsih Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.758.150,00

306. Wasini Bt. Ahmad Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

307. Nutriyah Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

308. Triana Sari Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

309. Eli Dalinah Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

310. Suti Wati Rp. 7.578.000,00 Rp. 3.334.320,00 Rp.   10.912.320,00 Rp.    2.066.400,00

311. Warni Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

312. Sarwanti Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

313. Suharti Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

314. Sariyah Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00
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315. Sunarti Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

316. Nani Sukatni Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

317. Maniyem Rp. 5.650.000,00 Rp. 2.486.220,00 Rp.     8.136.220,00 Rp.    1.758.150,00

318. Karinawati Rp. 7.375.500,00 Rp. 3.255.120,00 Rp.   10.630.620,00 Rp.    2.185.650,00

319. Onih Rp. 5.650.000,00 Rp. 2.486.220,00 Rp.     8.136.720,00 Rp.    1.758.150,00

320. Sukini Rp. 7.330.500,00 Rp. 3.225.420,00 Rp.   10.555.920,00 Rp.    2.185.650,00

321. Saikem Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

322. Watini Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

323. Waginah Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

324. Sri Wahyuni Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

325. Wagiyem Rp. 7.473.000,00 Rp. 3.288.120,00 Rp.   10.761.120,00 Rp.    2.185.650,00

326. Wasri Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

327. Sulastri Rp. 5.650.000,00 Rp. 2.486.220,00 Rp.     8.136.720,00 Rp.    1.758.150,00

328. Paricha Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

329. Suharti Rp. 5.460.500,00 Rp. 2.403.720,00 Rp.     7.864.220,00 Rp.    1.638.900,00

330. Narti Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

331. Suparmi Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

332. Juyanti Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

333. Nur Painem Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

334. Putriyah Bt. W Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

335. Kamini Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

336. Sri Malaekah Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

337. Tarmuti Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

338. Dian Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

339. Eli Tariyah Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

340. Ani Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

341. Kusri Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

342. Umdah Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

343. Kesi Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

344. Mae Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

345. Partini Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

346. Kholifah Rp. 7.350.000,00 Rp. 3.234.000,00 Rp.   10.584.000,00 Rp.    2.066.400,00

347. Mulyanah Rp. 5.463.000,00 Rp. 2.403.720,00 Rp.     7.866.720,00 Rp.    1.638.900,00

348. Retno Yudawati Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

349. Biniati Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

350. Muhamad Ais Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

351. Sri Hartini Rp. 7.350.000,00 Rp. 3.234.000,00 Rp.   10.584.000,00 Rp.    2.066.400,00

352. Marsih Rp. 7.398.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.   10.191.120,00 Rp.    2.066.400,00

353. Sulastri Rp. 5.653.000,00 Rp. 2.486.220,00 Rp.     8.139.220,00 Rp.    1.758.150,00

Hal.  dari 70 hal. Put. No. 216 K/Pdt.Sus/2010.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

354. Suyatmi Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

355. Iin Mursanah Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

356. Mukarti Rp. 5.653.000,00 Rp. 2.486.220,00 Rp.     8.139.220,00 Rp.    1.758.150,00

357. Sukati Rp. 7.653.000,00 Rp. 3.367.320,00 Rp.   11.020.320,00 Rp.    2.185.650,00

358. Suprapti Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

359. Karniati Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

360. Kaliyem Rp. 7.350.000,00 Rp. 3.234.000,00 Rp.   10.584.000,00 Rp.    2.066.400,00

361. Siti Muslikah Rp. 6.885.000,00 Rp. 3.019.720,00 Rp.     9.904.720,00 Rp.    1.904.400,00

362. Kartini Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

363. Yatmi Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

364. Darwati Rp. 5.653.000,00 Rp. 2.486.220,00 Rp.     8.139.220,00 Rp.    1.758.150,00

365. Sri Sunarsih Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

366. Nini Tarinih Rp. 7.350.000,00 Rp. 3.234.000,00 Rp.   10.584.000,00 Rp.    2.066.400,00

367. Suhartinah Rp. 7.350.000,00 Rp. 3.234.000,00 Rp.   10.584.000,00 Rp.    2.066.400,00

368. Lulu Nurfatika Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

369. Sunarti Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

370. Ragum Risnoto Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

371. Taryono Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

372. Baniah Rp. 5.650.000,00 Rp. 2.486.220,00 Rp.     8.136.720,00 Rp.    1.758.150,00

373. Tati Marhati Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

374. Sulastri Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

375. Maya Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

376. Ani Suparni Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

377. Mujirah Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

378. Karini Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

379. Rumiyati Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

380. Sunarsih Rp. 5.463.000,00 Rp. 2.403.720,00 Rp.     7.866.720,00 Rp.    1.638.900,00

381. Nisen Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

382. Muawiyah Bt. B Rp. 6.863.000,00 Rp. 3.019.720,00 Rp.     9.882.720,00 Rp.    1.904.400,00

383. Maryati Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

384. Pairah Rp.5.463.000,00 Rp. 2.403.720,00 Rp.     7.866.720,00 Rp.    1.638.900,00

385. Suyati Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

386. Mujenah Rp. 7.405.500,00 Rp. 2.358.420,00 Rp.     9.763.920,00 Rp.    1.904.400,00

387. Sri Ningsih Rp. 5.653.000,00 Rp. 2.486.220,00 Rp.     8.139.220,00 Rp.    1.758.150,00

388. Sumiyem Rp. 5.463.000,00 Rp. 2.403.720,00 Rp.     7.866.720,00 Rp.    1.638.900,00

389. Suparni Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

390. Tarmini Rp. 5.650.000,00 Rp. 2.486.220,00 Rp.     8.136.720,00 Rp.    1.758.150,00

391. Darwipah Bt. W Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

392. Lilis Suryani Rp. 6.888.000,00 Rp. 3.030.720,00 Rp.     9.918.720,00 Rp.    1.904.400,00
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393. Eni Setyorini Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

394. Parsi Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

395. Murniwati Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

396. Sulastri Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

397. Sumarmi Rp. 5.463.000,00 Rp. 2.403.720,00 Rp.     7.866.720,00 Rp.    1.638.900,00

398. Tumini Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.758.150,00

399. Suprapti Rp. 7.053.000,00 Rp. 3.103.320,00 Rp.   10.156.320,00 Rp.    2.066.400,00

400. Tri Handayani Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

401. Triningsih Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

402. Suharmi Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

403. Ning Rahayu Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

404. Jami Lestari Rp. 6.093.000,00 Rp. 2.680.920,00 Rp.     8.773.920,00 Rp.    1.827.900,00

405. Tri Rejeki Rp. 5.650.000,00 Rp. 2.486.220,00 Rp.     8.136.720,00 Rp.    1.758.150,00

406. Suliyem Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

407. Dasini Bt. Warid Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

408. Sarti Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

409. Mariatun Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

410. Sriyati Rp. 6.348.000,00 Rp. 2.793.120,00 Rp.     9.141.120,00 Rp.    1.904.400,00

411. Parni Rp. 5.860.500,00 Rp. 2.578.620,00 Rp.     8.439.120,00 Rp.    1.758.150,00

T O T A L

DALAM POKOK PERKARA

1.  Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan sah perintah untuk membayar seluruh upah dan hak-hak yang 

biasa diterima Para Penggugat yang pembayarannya dihentikan sejak bulan 

Agustus 2008 yakni upah proses sebesar Rp. 3.666.444.040,- dan THR 

tahun 2008 sebesar Rp. 758.921.400,0 berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU 

No. 2 Tahun 2004 jo Pasal 155 UU No. 13 Tahun 2003 ;

3. Mempekerjakan kembali dan menempatkan Para Penggugat pada jabatan, 
posisi, masa kerja, dan hak-haknya semula di PT. Megariamas Sentosa ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengakui keberadaan Serikat 
Buruh Garment Tekstil dan Sepatu – Gabungan Serikat Buruh Independen PT. 
Megariamas Sentosa, serta menjamin hak kebebasan menjalankan aktivitas 
Serikat Buruh di perusahaan ;  
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 
500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari sejak putusan diucapkan atau 
mempunyai kekuatan hukum tetap apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun 
ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali (Uitvoerbaar bij voorraad) ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat 

mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A. EKSEPSI MENGENAI SURAT KUASA CACAT HUKUM/CACAT FORMIL.
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1. Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2008 adalah Surat Kuasa 

yang Cacat Hukum.

1.1. Bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2009, yang 

diperlihatkan oleh kuasa Para Penggugat dimuka persidangan pada 

tanggal 24 Februari 2008 yang menyebutkan nama-nama kuasa 

Para Penggugat berprofesi sebagai Pengacara/Asisten Pengacara, 

namun sesungguhnya kuasa hukum Para Penggugat adalah, 

Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Buruh 

Independen (DPP GSBI) yang karena jabatannya diperbolehkan 

untuk mewakili anggotanya beracara di Pengadilan Hubungan 

Industrial oleh UU No. 2 Tahun 2004 Pasal 87 yang berbunyi:

"Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan organisasi pengusaha dapat 

bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan 

Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya".

1.2. Bahwa kewenangan yang diberikan ketentuan Pasal 87 UU No. 2 

Tahun 2004 tidak serta merta dan secara otomatis kuasa hukum 

Para Penggugat menjadi Pengacara dan berwenang mencantumkan 

identitas/profesi Pengacara pada Surat Kuasa karena untuk menjadi 

profesi Pengacara harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan 

UU No. 18 Tahun 2003 yang salah satunya sebagaimana ditentukan 

Pasal 12 UU No. 18 Tahun 2003 yang berbunyi:

"Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar 

belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan 

khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi 

Advokat."

Dan Pasal 32 Ketentuan Peralihan UU No. 18 Tahun 2003 berbunyi:

"Advokat, penasihat hukum, pengacara praktek dan konsultan 

hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang ini mulai 

berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang ini".

1.3. Bahwa selain itu sanksi hukum terhadap setiap orang yang mengaku 

dan bertindak seolah-olah Advokat secara tegas diatur dalam Pasal 

31 UU No. 18 Tahun 2003 yang berbunyi :

"Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan profesi Advokat 

dan bertindak seolah-olah sebagai advokat, tetapi bukan Advokat 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan 
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pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak 

Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)".

1.4. Bahwa oleh karena itu pencantuman identitas dan profesi 

Pengacara oleh kuasa hukum para Penggugat pada Surat Kuasa 

Khusus tertanggal 11 Februari 2009 adalah bertentangan dengan 

hukum sehingga Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2009 

adalah Surat Kuasa yang mengandung Cacat Hukum. Bahwa 

dengan cacatnya Surat Kuasa tertanggal 11 Februari 2009 maka 

konsekwensi yuridis terhadap gugatan Para Penggugat tidak dapat 

diterima (Niet on vanklijk verklaard).

2. Surat Kuasa dibuat oleh orang yang tidak berwenang (Unauthorized 

Person).

2.1. Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2009 telah 

mendudukkan Sdr. Muhammad Ais selaku Pemberi Kuasa untuk 

mengajukan gugatan atas perkara a quo ke Pengadilan Hubungan 

Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Surat Kuasa 

tertanggal 11 Februari 2009 telah dipergunakan dimuka persidangan 

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat, padahal Muhammad Ais adalah karyawan Tergugat dengan 

domisili perusahaan di Jl. Perancis, Pergudangan Mutiara Kosambi 

Blok B3 No.5 Kabupaten Tangerang dan terdaftar selaku Pekerja 

pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang, (Akan 

dibuktikan);

2.2. Bahwa karena domisili hukum perusahaan tempat Muhammad Ais bekerja 
di Jl. Perancis, Pergudangan Mutiara Kosambi Blok B3 No.5 Kabupaten 
Tangerang dan terdaftar selaku Pekerja pada Dinas Ketenagakerjaan 
Kabupaten Tangerang, maka kedudukan Muhammad Ais tidak berwenang untuk 
didudukkan selaku Pemberi Kuasa pada Surat Kuasa tertanggal 11 Februari 
2009 dan dipergunakan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat;
2.3. Bahwa oleh karena Surat Kuasa tersebut telah mendudukkan 
Muhammad Ais selaku Pemberi Kuasa dan dipergunakan dimuka Pengadilan 
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka Surat Kuasa 
tertanggal 11 Februari 2009 menjadi Surat Kuasa yang Cacat hukum. Oleh 
karenanya gugatan Para Penggugat patut menurut hukum dinyatakan tidak 
dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard).
2.4. Bahwa selain hal diatas Surat Kuasa tertanggal 11 Februari 2009 juga telah 
mendudukkan Sdri. Sukini dan Sdri. Daniah selaku Pemberi Kuasa dan 
dipergunakan dimuka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai alas hak untuk mengajukan gugatan 
atas perkara a quo, padahal jauh sebelum tanggal Surat Kuasa tertanggal 11 
Februari 2009 Sdri. Sukini dan Sdri. Daniah telah menyatakan mengundurkan 
diri selaku karyawan Tergugat dan telah menyelesaikan hak-haknya secara 
damai dengan Tergugat yang dituangkan dalam Surat Pernyataan dan ditanda 
tangani diatas materai cukup tertanggal 6 Agustus 2008 oleh Sdri. Sukini dan 
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Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai cukup oleh Sdr. Daniah 
tertanggal 02 Februari 2009, dimana salah satu butir pernyataannya pada butir 7 
secara tegas menyatakan sebagai berikut :

"Menyatakan bahwa dengan terputusnya hubungan kerja dimaksud, 

saya tidak melakukan tuntutan apapun baik sekarang dan yang 

akan datang dan segala bentuk tuntutan yang dilakukan oleh saya 

dan/atau orang lain untuk dan atas nama saya dikemudian hari 

dianggap tidak pernah ada/tidak berlaku dan batal demi hukum", 

(Akan dibuktikan);

2.5. Bahwa dengan pengunduran diri Sdri. Sukini dan Sdri. Daniah 

selaku karyawan Tergugat dan telah menerima hak-haknya secara 

damai yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tetapi masih 

didudukkan selaku Pemberi Kuasa pada Surat Kuasa tertanggal 11 

Februari 2009, maka patut dipertanyakan apakah betul tanda tangan 

kedua Pemberi Kuasa dalam Surat Kuasa tertanggal 11 Februari 

2009 adalah benar dan asli? Hal tersebut masih menunggu hasil 

pemeriksaan Labkrim POLRI. Oleh karena kedua Pemberi Kuasa 

telah mengundurkan diri selaku karyawan Tergugat tetapi masih 

didudukkan sebagai Pemberi Kuasa, maka Surat Kuasa tertanggal 

11 Juli 2009 adalah Surat Kuasa yang mengandung Cacat Hukum 

sehingga patut jika Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan 

gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet on vanklijk 

verklaard).

B. (ACTOR SEQUITOR FORUM REI) EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN 

RELATIF

1. Bahwa Pasal 118 ayat (1) HIR menegaskan: "yang berwenang mengadili 

suatu perkara adalah PN tempat tinggal Tergugat, oleh karena itu agar 

gugatan yang diajukan Penggugat tidak melanggar batas kompetensi 

relative, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada PN yang 

berkedudukan diwilayah atau daerah hukum tempat tinggal Tergugat".

2. Bahwa Penggugat Nomor 350 atas nama Muhammad Ais karyawan Tergugat 
dengan domisili hukum perusahaan Jl. Perancis, Pergudangan Mutiara 
Kosambi, Blok B3 No. 5, Kabupaten Tangereng-Banten dan terdaftar pada 
Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang, (Akan dibuktikan), telah 
didudukkan selaku Pemberi Kuasa atas Surat Kuasa tertanggal 11 Februari 
2009 dan didudukkan selaku Penggugat atas gugatan a quo yang ditujukan 
kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat ;
3. Bahwa berdasarkan domisili hukum tempat kerja dan terdaftarnya 
Penggugat Nomor 350 atas nama Muhammad Ais yang berada diwilayah hukum 
Tangerang-Banten, tetapi telah didudukkan selaku Pemberi Kuasa dalam Surat 
Kuasa tertanggal 11 Februari 2009 dan didudukkan selaku Penggugat atas 
perkara a quo yang diajukan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada 
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Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka gugatan atas perkara a quo menjadi 
salah alamat karena Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat mengenai kewenangan relative (Actor Rei Forum Sequitor) tidak 
berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan berdasarkan 
kewenangan relatif (Actor Rei Forum Sequitor)maka yang berwenang 
memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Hubungan Industrial 
pada Pengadilan Negeri Serang-Banten;
4. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum diatas karena 
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
mengenai kewenangan relatif tidak berwenang memeriksa dan mengadili 
perkara a quo, maka patut menurut hukum jika Majelis Hakim Yang Terhormat 
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan 
tidak dapat diterima (Niet on vanklijk verklaard).
C. EKSEPSI MENGENAI ERROR IN PERSONA.

Bahwa surat gugat Penggugat menyebutkan .... Bertindak untuk dan atas 

nama:

1.  Nama : SITI TURASMI

Jenis kelamin  : Perempuan

No. KTP : 33.0512.680581.7872
Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan        : Buruh PT. Megariamas Sentosa

Alamat             : Tanah Pasir RT. 018/07 No. 35 Penjaringan Jakarta 

Utara.

2. ….. dst sampai dengan Nomor 411.

Sedangkan, diantara sebanyak 411 orang Penggugat terdapat nama-

nama Penggugat antara lain:

Penggugat Nomor 104, Nama: DANIAH, Jenis Kelamin: Perempuan, No. KTP: 
0277/01354/160008, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Buruh PT. 
Megariamas Sentosa, Alamat : Jl. Pluit Dalam RT02/08 Penjaringan Jakarta 
Utara ;
Penggugat Nomor 131, Nama: PARTINI, Jenis Kelamin: Perempuan, No. KTP: 
0010/00059/062005, Warga Negara : Indonesia, Alamat: Tanah Pasir RT. 17/RW 
07, Penjaringan Jakarta Utara ;
Penggugat Nomor 206, Nama: SWARI, Jenis Kelamin: Perempuan, No. KTP: 
09.5102.490784.0147, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Buruh PT. 
Megariamas Sentosa, Alamat: Jl. Pluit Dalam RT.06/08 Penjaringan Jakarta 
Utara ;
Penggugat Nomor 280, Nama: SITI LESTARI, Jenis Kelamin: Perempuan, No. 
KTP: 33.1214.421085.0001, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Buruh PT. 
Megariamas Sentosa, Alamat: Jl. Pluit Dalam RT.015/08 Penjaringan Jakarta 
Utara.
Penggugat Nomor 320, Nama: SUKINI, Jenis Kelamin: Perempuan, No. KTP: 
3520.0947.0670.0001, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Buruh PT. 
Megariamas Sentosa, Alamat: Jl. Pluit Dalam RT.01/08 Penjaringan Jakarta 
Utara.
Penggugat Nomor 340, Nama: ANI, Jenis Kelamin: Perempuan, No. KTP: 
09.5102.670873.0337, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Buruh PT. 
Megariamas Sentosa, Alamat: Rawa Bebek RT.13/11 Penjaringan Jakarta 
Utara ;
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Penggugat nomor 353, Nama: SULASTRI, Jenis Kelamin: Perempuan, No. KTP: 
33.1614.530784,0002 Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Buruh PT. 
Megariamas Sentosa, Alamat: Jl. Pluit Dalam RT.15/08 Penjaringan Jakarta 
Utara ;

Padahal :

Para Penggugat sebanyak 7 (tujuh) orang tersebut diatas telah 

mengundurkan diri dari PT. Megariamas Sentosa (Tergugat) yang 

dituangkan dalam Surat Pernyataan, ditandatangani diatas materai 

secukupnya dan telah menerima hak-haknya secara damai, (akan 

dibuktikan). Oleh karena itu:

1. Bahwa karena Para Penggugat sebanyak 7 (tujuh) orang tersebut 

telah mengundurkan diri selaku karyawan Tergugat dan telah 

menerima hak-haknya, maka secara hukum sebanyak 7 (tujuh) orang 

Penggugat dimaksud tidak mempunyai kapasitas dan kepentingan 

untuk didudukkan dalam gugatan a quo atau setidak-tidaknya tidak 

punya kapasitas menggugat Tergugat atas perkara a quo ;

2. Bahwa dengan Surat Pengunduran Diri ke-7 (tujuh) Penggugat tersebut, 
maka ke-7 (tujuh) Penggugat tidak lagi mempunyai hubungan kerja dan 
hubungan hukum dengan Tergugat;
3. Bahwa dengan diikutkannya nama ke-7 (tujuh) Para Penggugat untuk 
duduk selaku subyek hukum Penggugat dalam perkara a quo mengakibatkan 
surat gugatan Penggugat menjadi "ERROR IN PERSONA" untuk itu sangat 
patut menurut hukum jika Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat ditolak 
atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet on vanklijk verklaard).

GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL 

EXCEPTIE)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat mengandung kekaburan, 
tidak jelas dan tidak terang serta tidak dapat dipahami baik mengenei susunan 
kalimatnya, formatnya atau hubungan satu sama lain tidak saling mendukung 
atau saling bertentangan (kontradiktit), berulang-ulang dan tumpang tindih 
sehingga susah untuk dipahami;

1. Bahwa kabur, tidak terang dan tidak jelasnya gugatan Penggugat 

disebabkan karena Penggugat telah salah dan keliru dalam 

mencantumkan identitas dan jumlah Para Penggugat yang sebenarnya 

karena telah mendudukkan nama-nama Para Penggugat yang sudah 

tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat (persona standi in 

judicio), sehingga mengakibatkan peristiwa konkrit atas permasalahan 

dalam peristiwa hukum atas perkara a quo menjadi kabur dan tidak jelas;

2. Bahwa kabur dan tidak jelasnya gugatan Para Penggugat sangat terlihat 
dengan jelas bahwa Para Penggugat telah mencampur adukkan gugatannya 
antara gugatan perselisihan hubungan industrial dengan kerugian seperti yang 
dituangkan Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada butir 6 Alasan 
Gugatan, sedangkan kerugian jelas-jelas diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
3. Bahwa dalam praktek Hukum Acara Perdata, gugatan yang tidak jelas/
kabur secara hukum tidak dapat diterima. Gugatan Penggugat atas perkara a 
quo telah terpenuhi unsur-unsur Obscur Libeli, sehingga patut menurut hukum 
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jika Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on 
vanklijke verklaard).

EKSEPSI TERHADAP DELATOIR EXCEPTIE

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat menurut 

hukum sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil eksepsi diatas, maka patut 

menurut hukum jika gugatan Penggugat ditolak setidak-tidaknya dinyatakan 

tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 

68/PHI/G/2009/PHI.PN.JKT.PST, tanggal 13 Agustus 2009 yang amarnya 

sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1.  Menyatakan gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;

2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak 

pernah terputus ;

3. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat 
sesuai dengan kemampuannya, namun tidak berlaku bagi Para Penggugat yang 
terbukti telah mengundurkan diri sebelum putusan ini diucapkan ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) 2008 
kepada Para Penggugat berdasarkan ketentuan pembayaran THR yang berlaku 
di perusahaan Tergugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat pada bulan 
Agustus 2008 terhitung sejak awal bulan Agustus 2008 hingga Tergugat 
menyatakan Para Penggugat tidak memenuhi panggilan terakhirnya untuk 
bekerja ;
6. Memerintahkan Tergugat untuk mengakui keberadaan Serikat Buruh 

Garment Textil dan Sepatu – Gabungan Serikat Buruh Independen PT. 

Megariamas Sentosa, serta menjamin hak kebebasan menjalankan aktivitas 

Serikat Buruh di perusahaan Tergugat sesuai dengan PKB yang berlaku di 

perusahaan Tergugat periode 2008 – 2010 dan UU No. 21 Tahun 2000 ;

7. Membebankan biaya perkara ditanggung oleh Tergugat sebesar Rp. 

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada 

Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat 

dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 

Agustus 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 

Agustus 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 141/

Srt.Kas/PHI/2009/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan 
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Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana 

diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di 

Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut 

pada tanggal 14 September 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Para Penggugat yang pada tanggal 7 
Oktober 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan 
jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan 
Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya 

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam 

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka 

oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ 

Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa terhadap putusan perkara No. 68/PHI.G/2009/PN.Jkt.Pst. diputus dan 

dibacakan pada tanggal 13 Agustus 2009, maka guna memenuhi tenggang 

waktu yang ditentukan UU, maka Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah 

menyatakan Kasasi pada tanggal 31 Agustus 2009 atau 11 (sebelas) hari 

kerja sebagaimana dalam Akta Pernyataan Permohonan Kasasi No. 141/

Srt.KAS/PHI/2009/PN.Jkt.Pst. sehingga pernyataan kasasi masih dalam 

tenggang waktu yang diperbolehkan UU ;

2. Bahwa memori kasasi ini kami ajukan dalam bentuk yang masih 

membutuhkan perbaikan/penyempurnaan karena saat memori kasasi a quo 

diajukan salinan Putusan No. 68/PHI.G/2009/PN.Jkt.Pst. tanggal 13 Agustus 

2009 belum diterima Pemohon Kasasi tetapi guna memenuhi tenggang 

waktu yang ditentukan UU memori kasasi yang masih membutuhkan 

perbaikan/penyempurnaan ini harus kami ajukan hari ini Senin 14 September 

2009 atau 10 (sepuluh) hari kerja setelah Akta Pernyataan Permohonan 

Kasasi tanggal 31 Agustus 2009 dinyatakan. Oleh karena itu tenggang waktu 

yang ditentukan UU dalam pengajuan memori kasasi a quo telah terpenuhi ;

3. Bahwa selanjutnya perbaikan/penyempurnaan terhadap memori kasasi ini 
akan kami serahkan setelah kami (Pemohon Kasasi) menerima salinan putusan 
No. 68/PHI.G/2009/PHI.PN.Jkt.Pst, tanggal 13 Agustus 2009 secara lengkap 
dan utuh untuk terlebih dahulu dipelajari dalam menyusun keberatan-keberatan 
atas memori kasasi a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung 

berpendapat : 

mengenai alasan-alasan ad. 1, ad. 2 dan ad. 3 :

Hal.  dari 70 hal. Put. No. 216 K/Pdt.Sus/2010.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex 

Factie sudah tepat dalam pertimbangan hukumnya dan tidak salah menerapkan 

hukum ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa 
putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/
atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon 
Kasasi : PT. MEGARIAMAS SENTOSA tersebut harus ditolak ;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 
ditolak, dan nilai gugatan dalam perkara ini diatas Rp. 150.000.000,- (seratus 
lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang 
No. 2 Tahun 2004 Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara 
dalam tingkat kasasi ini ;
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-
Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 
Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I  :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. MEGARIAMAS 

SENTOSA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam 
tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung  pada 
hari : Senin, tanggal 31 Mei 2010 oleh Marina Sidabutar, SH.MH., Hakim Agung  
yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai  Ketua  Majelis, Bernard, 
SH.MM. dan Arsyad, SH.MH. Hakim-Hakim Ad-Hoc PHI pada Mahkamah Agung 
sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari 
itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Ad-Hoc PHI 
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tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH. Panitera Pengganti dengan tidak 
dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Ad-Hoc PHI K e t u a
ttd./                                                                       ttd./
Bernard, SH.MM.                                            Marina Sidabutar, SH.MH.
ttd./
Arsyad, SH.MH.

Biaya – biaya :                                                       Panitera-Pengganti
1. M e t e r a i ……………Rp.     6.000,-                            ttd./
2. R e d a k s i……………Rp.     5.000,-                   Sumartanto, SH.
3. Administrasi Kasasi…..Rp. 489.000,-
Jumlah ………..Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)
Nip. 040.049.629.
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